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ABSTRAK

Nama : Andria Wati Salima
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Rumah

Susun yang Menjadi Objek Jaminan Hak Tanggungan

Rumah merupakan kebutuhan primer manusia dlsampmg kebutuhan dasar lainnya
yaitu pangan dan sandang. Rumah mempunyai peranan dan fungsi yang besar
bagi manusia. Tingginya minat masyarakat akan hunian tidak pernah surut dan
bahkan semakin meningkat itu. Seiring dengan tingginya permintaan akan tempat
hunian, makin marak pula permasalahan hukum yang timbul dari adanya
transaksi-transaksi pemindahan kepemilikan hak atas rumah atau tanah.
Permasalahan yang sering terjadi adalah mengenai keabsahan Perjanjian
Pengikatan Jual-Beli (PPJB) yang sering merugikan calon pembeli, permasalahan
lain yang _]uga banyak terjadi adalah pengalihan hak yang objeknya sedang
menjadi jaminan hutang dengan Hak Tanggungan. Permasalahan- -permasalahan
hukum tersebut timbul karena pihak pembeli kurang memahami akan hak-haknya
dan aspek hukum dalam pengurusan pengalihan hak atas rumah atau tanah.
Dilihat dari aspek kepastian hukum dan kewenangan kepemilikan pihak ketiga
dengan hanya dibuat akta pengikatan jual-beli saja, menimbulkan permasalahan
yaitu selama _]angka waktu kredit berjalan dan belum dilunasi maka pihak ketiga
tidak mempunyai kewenangan apapun dengan plhak Bank Pemberi Kredit, karena
jaminan yang diagunkan berupa sertifikat tanah ataupun Perjanjian Kredit tersebut
masih tetap atas nama debitur lama schingga apabila pihak ketiga terus
melanjutkan cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan waktu yang cukup
lama, dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tersebut telah dilunasi ataupun dilunasi
untuk segala administrasinya, maka pihak Bank pemberi Kredit masih tetap
mensyaratkan pihak debitur harus hadir menghadap Pihak Kreditur / Bank, guna
menyelesaikan segala administrasi yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit. Hal
inilah yang seringkali menyulitkan pihak ketiga karena pihak debitur sulit ditemui
atau telah meninggal dunia, dan sangat merugikan serta tidak memberikan
kepastian serta perlindungan hukum bagi pihak ketiga,

Kata kunci:

Perjanjian Pengikatan Jual-Beli, PPJB, Akta Bawah Tangan

vii

Kekuatan hukum..., Andria Wati Salima, FH Ul, 2012



ABSTRACT

Name : Andria Wati Salima
Study Program : Magister Kenotariatan
Title : Legal Force of Conditional Sale and Purchase Agreement

upon an ebject of Security right over the land

Home is the primary needs of human beings besides other basic needs of foods
and clothings. Home has abigrole  and function for human being. The
high interest in house never recede and increase from time to time. Along with the
high demand for houses, legal issues that arise from sale and purchase transactions
getting more and more intense. Problems that often occurs is the legitimacy of-
Saleand Purchase Agreement (PPJB) which inflict Jlosses to the
buyers, many other issues that also happens is that the object of the sale and
puchase the collateral to secure loans with Mortgage. Legal problems arose
mostly because the buyer's lack of understanding of their rights, as wel as
legal aspects of sale and purchase agreement. Having ony Conditional Sale and
Purchase Agreement on hand, buyes’s legal certainty and authority may caused
problems during the credit period. Third Party or Buyer does not have any
authority to the Bank, as the certificate and the Credit Agreement is still in the
name of the Seller. And therefore if the Third Party or Buyer has fully paid ali the
debt and administrations, the Bank still requires that the Debtor must attend
facing Creditors / Bank, in order to accomplish all administration relating to
the credit Agreement. This is often difficult for Third Parties because the debtor is
dlfﬁcult to find or had died, and this may mfhct losses and does

Key words:
Conditional Sale and Purchase Agreement, unnotarized deed
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Allah Subbanahu Wa Ta’ala berﬁnnan

Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan
dia menjadikan bagi kamu rumah-mmah (kanah-kemah) dari kulit bmatang

Baiti Jamatt Rumahku Surgaku.‘ i?eglmkala Rasulullah Muhamnmd
& B \~z%aa‘%§~3‘é'¢; & =
SalallahuAalaihiWasalam .

fungsmya sebaga{;emenuhan kebutuhan sial budayanya dalam masyarakat,

NS

dlantnranya tempat unggal yang nyaman,xﬁsebagm“sumber ibadail“dan sebagal
R wr e -

semakin meningkat itu. Hal ini

masyarakat dengan ekonomi kelas atas terdapat istilah rumah pertama, kedua,
ketiga, dan seterusnya, hal ini menandakan adanya kepemilikan rumah lebih dari
satu. Rumah pertama biasanya merupakan rumah yang dihuni, dan rumah-ramah
berikutnya pada umumnya investasi jangka panjang mercka. Sedangkan pada

! Al-Quran Al-Karim, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran,
(Semarang PT. Karya Toha Putra Semarang, 2010), An-Nahl 80.
% Samson Rahman, 1001 Hadits Yang Menggugah, (Jakarta: Pustaka Ikadi, 2010), hlm. 74.

1 Universitas Indonesia
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masyarakat ekonomi kelas menengah dan bawah kebutuhan akan hunian adalah
semata-mata sebagai pemenuhan akan kebutuhan primer mereka.

Pada awal tahun 2011 para pengamat dan pelaku bisnis dibidang properti
optimis, pertumbuhan di sektor ini dapat mencapai 7%-8% didukung oleh
kebijakan Bank Indonesia yang menjaga suku bunga rata-rata 6.5% akan makin
mendorong masyarakat untuk membeli property.

Dengan jumlah permintaan akan hunian yang demikian besar dan
keterbatasan tanah yang tersedla,'-mmbuai pembangunan hunian yang bersifat

"dunana untuk satu bldang tanah dmra.lkan dalam dua scrtlplkat atau
_lebih yang berlainan datanya Scrtlplkﬂt ganda membawa dampak
ketidak-pastian hukum, sehmgga tidak jarang terjadi sengketa diantara
para pihak bahkan sampal ke Pcngadnlan, | '
2. kesalahan lewktanah, '
seringkali terjadi dalam transaks1 Jua] beli tanah, ternyata lokasi dalam
sertipikat bGrbeda dcngan lokam fisik tanah sehingga sertipikat harus
dibetulkan; :
3. kesalahan ukuran,
kesalahan ukuran terutama yang menyangkut obyek tanah ini, harus
segera diperbaiki dengan meminta pengukuran ulang dari petugas
Kantor Pertanahan setempat, untuk selanjutnya dilanjutkan dengan
pembetulan sertipikat;

Universitas Indonesia
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4.  hal-hal lain,
transaksi jual beli batal atau bermasalah karena hal-hal lain, misalnya
objek jual beli masih menjadi jaminan pelunasan hutang pemilik lama,
statusnya masih gono gini (cerai tetapi belum ada pembagian goni
gini, penjual tidak lengkap (mantan suami / istri tidak bersedia hadir
atau sebagian ahli waris tidak bersedia hadif), ada pemblokiran di
Kantor Pertanahan, dan permasalahan lainnya.

dengan cara jual-beli. Peralihan atau pemindahan hak adalah suatu perbuatan
hukum yang bertujuan memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain.
Perkataan jual-beli dalam pengertian sehari-hari dapat diartikan dimana seseorang
melepaskan sejumlah uang untuk mendapatkan barang yang dikehendakinyﬁ
secara sukarela.

Universitas Indonesia
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Menurut Prof. Boedi Harsono, S.H.;

Dalam hukum adat, perbuatan pemindahan hak (jual-beli, hibah, tukar

menukar) merupakan perbuatan hukum yang bersifat tunai. Jual-beli dalam

hukum Adat adaldh perbiatan hiikiiih peitiiidabian liak atas tanah dengan

pembayaran harganya pada saat yang bersamaan secara tunai.>

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa jual-
beli adalah; “jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu
..... mengikatkan dirinya untek menygrahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain
untuk membayar harga yang telah duan@kan"’ »

4.

secara Jual-beh caxa;pembayarannya dapat dllalmkan seeara ttmal atau dengan
angsuran. Jual-beli afas'situan rumah susun dalam penclman ini dilakukan dengan
cara angsuran, dimana pembeli umt atas satuan rumah susun meneruskan

angsuran yang telah dilakukan sebelumnya oleh penjual.

*Harun Al-Rashid, Sekilas Teniang Jual-Baeli Tanah (Berikut Peraturan-Peraturannya),
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), him. 51.
"Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh
Subekti dan Tjitrosudibio, cet. 31(Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001), Ps. 1457.
> Ibid, Ps. 1458.

Universitas Indonesia
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Proses pelaksanaan kredit dalam penelitian ini berbeda dengan proses kredit
pada umumnya. Adatigapihak_ymgtcrh‘batdidalamnya. Pihak pertama adalah
penjual yang juga sebagai debitur awal. Pihak kedua adalah calon pembeli
sekaligus calon debitur yang akan meneruskan proses kredit rumah yang menjadi
obyek transaksi. Dan pihak ketiga adalah lembaga pembiayaan atau bank sebagai
pihak pemberi kredit.

Secara sekilas, teknik pelaksanaannya adalah sebuah kegiatan jual beli
antara pihak pertama dan kedua. l_L ] m.:. sihak pertama menjual barang yang

yangsudﬁghdibﬁyarﬁan,;n&shmm ids

yang ada, dan hanya ﬂxelamuikanakadyang ) e disepakati dengan
pihak pertama. :

Pada waktu pertama kali debitur membeli rumah secara Kredit Pemilikan
Rumah (KPR) atau Kredit Pemilikan Apartemen (KPA), yang dilakukan adatah
penandatanganan perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur atau
penandatanganan akta jual-beli antara kreditur dengan debitur. Penandatanganan
akta jual beli tersebut merupakan bukti untuk penerbitan sertifikat ke atas nama
debitur, yang merupakan objek jaminan untuk diagunkan pada kreditur (Bank).

Universitas Indonesia
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Pada saat debitur tidak mampu lagi membayar cicilan kredit pada kreditur (Bank)
dan agar tidak tegadl wanprcstasn yang mengaklbatkan objek jaminan dari
Per]anjlan Kredit tersebut disita oleh pihak Bank, maka debitur mencari jalan

keluar dengan cara menjual kembali atau mengalihkan apa yang menjadi objek
jaminan dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau Kredit Pemilikan
Apartemen (KPA). Debitur dapat mengalihkan objek jaminan Kredit Pemilikan
Rumah (KPR) pada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Bank, dalam kondisi yang
demikian memerlukan dibuatnya perjanjian jual beli pendahuluan (preliminary

Dalam Jual be”h ’hak atas tanah;atau bahgunan, dllakukan perhuatan hukum
di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan adanya 'Akta Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebaga1 tanda bukti telah dlpenuhmya s1fat terang
dan nyaia (ml) yang mempakan syarat ~sahnya perbuatan hukum yang
bersangkutan, sehmgga menumt hukum menglkat para pihak yang melakukannya.

Dcngan dll K

=L SR T -

perbuatan hu}_cum yang bersangkutan dihadapan
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dipenuhinya syarat “terang” (bukan
perbuatan hukum yang “gelap”), yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Akta
yang ditandatangani para j)ihak ﬁie%judkan secara nyata atau “riil” perbuatan

hukum pemindahan hak yang dilakukannya®.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang
Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah dan Undang-Undang Nomer 4 Tahun

®Budi Harsono, Hukum Agnma Indonesia Sejarah Pembentukan Undaréé—Undang
Peraturan Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, (Jembatan: Jakarta, 1999), him. 318.
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1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda lain yang
berkaitan dengan tanah tersebut, seharusnya proses pengalihan hak kredit pada
kepemilikan rumah tersebut harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT), tetapi dalam praktek sobagian besar debitur lebih menyukai
melakukan jual beli dengan cara yang lebih mudah yaitu, dibuatnya akta
pengikatan jual beli antara debitur dengan pibak ketiga sebagai pihak penerima
pengalihan hak Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau Kredit Pemilikan Apartemen

1.2, Pokok Permasﬁla;han e

Penulis membatasi pembahasan dengan pokok-pokok permasalahan scbagai
berikut:
l.  Bagaimana kekuatan hukum Perjanjian Pengikatan Jual-Beli (PRJB)
rumah susun yang menjadi objek Hak Tanggungan?
2. Bagaimana akibat hukum dari Perjanjian Pengikatan Jual-Beli (PPIB)
dibawah tangan atas rumsh susun yang menjadi objek Hak
Tanggungan tanpa sepengetahuan Bank?
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1.3. Metode Penelitian

Metode penclitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian
terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan
horizontal. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data
sekunder. Tipologi Penelitian yang akan membantu peneliti dalam kegiatan
pengumpulandananahsadatadalampenehtmnmladalah gabungandan

memperoleh bahan hukum seklmder, peneliti menggunakan buku-
buku yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti, dan

3.  bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap sumber primer atan sumber sekunder.
Dalam memperoleh bahan ini, peneliti menggunakan kamus bahasa
Indonesia untuk mencari pengerﬁan-péngerﬁan yang belum ada dalam

Undang-Undang.
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Sedangkan alat pengumpulan datanya adalah dengan cara studi dokumen.
Mehdeamlisisyangakandigunakanadahhmetodeanaﬁsishmliﬁﬁﬁkamna
analisis yang diharapkan adalah untuk memahami hasil dari data yang teskumpul,
berdasarkan konsepsi yang tersedia di bidang Hukum Perdata dan Hukum Tanah
Nasional terutama jika dikaitkan dengan sumber hukum positif terkait.

1.4. Sistematika Penulisan

-
ol
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BAB 2

PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI
HAK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN

2.1. Perjanjian
2.1.1.Definisi Perjanjian

“Suatu peljanjian adalah s &wl e L
mengikatkan dirinya ter adq

—————
- dapat-pula dibuat secara tertulis. Datar

apabﬂateﬁadi mpsehsihan ; E

Undang-undang mensyaratkan bahwa wniuk pecianjian-petjaniian fertentu
harus dibuat dalam bentuk tertentu, apabila bentuk: itu tidsk dipenuhi, maka
perjanjian itu menjadi tidak sah. Dengan ¢ i

mikian, beituk tertulis tersebut tidak
semata-mata menjadi alat pembuktian, namun juga menjadi syarat mutlak untuk
terjadinya perbuatan hukum tersebut (solemnitas causa).

1Xitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ps.1314.
*Miriam Darus Badrulzaman, K UH Perdata Buku Il Hubum Perikatan Dengan
Penjelasan, (Bandung: PT. Alumni, 2006), him. 11.
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2.1.2. Asas-Asas Perjanjian

Dalam teori hukum, sumber hukum mencakup tidak saja perundang-
undangan, kebiasaan, dan putusan pengadilan, namun termasuk pula didalamnya
asas-asas hukum yang salah satu fungsinya adalah sebagai landasan atan dasar
dari suatu ketentuan hukum.

Asas-asas hukum merupakan pokok atau dasar yang sifatnya sangat
fundamental. Didalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas, yaitu:

11 ““asas*perhndunganbag: golcmgan yang lemah, dan
12. asassxstemterbusz

Berikit § Ppen elasan masmg-masmg asas dalam hulcum pegan_]lan,

1. AsasKebebasan Mengadakan Pegan_nan (party otonomi)

Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting
didalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak
yangbebas pancaran hak asasi manusia. Asas ini terdapat dalam Pasal 1337
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menentukan bahwa para pihak

2:3.

? Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, (PT. Alumni, Bandung, 2005), him.
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bebasunmkmenenmkanapayangdisepakaﬁtentangapasaja, asalkan tidak
bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan dan ketentuan undang-undang.

Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan
bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya.” Secara langsung tampak
pengertian bahwa orang bebas untuk membuat perjanjian. Janji mana
berlaku sebagai undang-undang bag1 mereka. Prof. Dr. Mariam Darus

dmnangkan dan dmtur sebagm isi- pegammn. Léblh Jauh‘tietarn bahwa
karena berlaku sebagm undang-undang maka wajib. dilaksanakan dan bila
perlu menggunakan alat paksa- kcpentmgan umum Asasmbelkmtan erat

el S
.«44‘.-?“_ i

denganasasko;,ﬂ, nSus

isme.
Asas Konsensualisme (persesuaxan ke]iéndak)

Asas ini ditemukan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata dan mempunyai kaitan yang sangat crat dengan asas kebebasan
berkontrak. Asas ini berkaitan dengan kehendak para pihak yang

‘Kuab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ps. 1338.
SMariam Darus Badrulzaman, Sutan Remy Sjahdeini, et al., Kompilasi Hukum Perikatan,

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), him. 86.
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mengikatkan diri dalam perjanjian. Asas ini berkenaan dengan adanya
persesuaian kehendak dari para pihak yang mengadakan perjanjian
sehingga dicapai suatu kesepakatan membuat perjanjian.

Pesan yang terkandung dalam asas ini adalah bahwa setiap orang yang
sepakat berjanji tentang suatu hal, berkewajiban untuk memenuhinya.
Secara implisit asas ini lebih menekankan pada moral para pelaku. Pada
perkembangannya asas ini dijelmakan dalam klausa perjanjian yang berisi
tentang hak dan kewajiban para: pihak yang berjanji. Apabila salah satu
pihak ingkar maka. pihak yang dungkan dapat memohon kepada hakim agar
Klusa tersebut: ménglkat dan dapat dlpaksanakan berlakunya. Selain

_""_3.__ _Dalam hal ini, subjek hukum dxbenkan kesempa:tan menyatakan
kemgmannya yang dlanggap baik. untuk mengadakan pexjanjlan Maka ia
harus memcgang tcguh kesepakatan yang diberikan kepadanya.

A kebi s o A. A P R

Suatu perjasjian tidak hanya mengikat para pihak untuk hal-hal yang
diatur secara tegas dalam isi -sebuah perjanjian, namun juga menyangkut
hal-ﬁal yang dalam keadaan dan kebiasaan tertentu diikuti. Asas ini diatur
dalam Pasal 1339 jo Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain,
mempunyai keyakinan dan percaya bahwa pihak dengan siapa mereka
mengadakan perjanjian akan memenuhi prestasinya. Para pihak tidak akan
mengadakan perjanjian apabila tidak kepercayaan diantara mereka. Asas
kepercayaan ditentukan dalam Pasal 1338 Jo Pasal 1334 Kitab Undang-
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Undang Hukum Perdata. Dengan adanya kepercayaan ini, kedua pihak
mengikatkan dirinya kepada perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat
sebagai undang-undang.

Asas Kekuatan Mengikat

Pegjanjian yang dibuat akan melahirkan kewajiban hukum dimana
para pihak harus memenuhi apa yang telah mercka sepakati bersama.

Perjanjian yang dibuat secara sah%mlmbulkan akibat hukum dan besiaku
st

Undang Hukum Petdata. Dalamasas ml, jpara pihak dlletakkan pada posisi
yang sama.

Dalam peganjlan sudah selayaknya tidak ada plhak yang bersifat
dominan dan tidak ada pihak yang tettekan sehingga tidak terpaksa untuk
menyetujui syarat yang dla_lukan kanena tidak ada pilihan lain. Mereka
melakukannya walaupun secara formal hal tersebut tidak dapat dikatakan
sebagai paksaan.

Dalam perjanjian, para pihak harus menghormati pihak lainnya. Jika
prinsip sama-sama menang (win win solution) tidak dapat diwujudkan
secara murni, namun harus divpayakan agar mendekati perimbangan di
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mana segala sesuatu yang merupakan hak para pihak tidaklah
dikesampingkan begitu saja

Asas Keseimbangan

Asas ini diatur dalam Pasal 1338 dan Pasal 1244 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yang menghendaki kedua belah pihak untuk
memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan itu
merupakan kelanjutan dan asas, Pemamaan hak. Kreditur mempunyai

ij‘-Undang Hukum Perdéta. Dxtegaskan agar dalam menyusun
dﬂmnakan suatu peqanjiankédua beiah _pihak, bak’ lmedxtur maupun
detgtm:xpempethaﬁkan kepentmgan umum. Asas ini juga mencakup suatu
pesan bahwa walaupun sub_]ekhukum dibenkan kebebasan berkontrak, akan
tetapi apa yang mereka lakukan tldak boleh mengganggu kepentmgan

lllnum.':, -

Asas Moral

Asas ini terlihat dalam penkatan wajar, di mana suatu perbuatan
sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat
kontra prestasi dari pihak debitur.

Asas Kepatuhan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata. Dalam hal ini, asas kepatutan berkaitan dengan ketentuan mengenai
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isi perjanjian. Akan tetapi dalam prakteknya, asas kepatutan ini selalu
dibandingkan dengan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.

Prof. Dr. Mariam Darus Baldurzaman, S.H. mengatakan bahwa®:

Asas kepatutan ini harus dipertahankan, karena melalui asas ini
ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam
masyarakat’. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ukuran
kepatutan dalam masyarakat, pedoman utamanya adalah rasa keadilan
dalam masyarakat.

11.  Asas Perlindungan bagi Golongamyan Lemah

12.

2.13. Syarat Sahnya Perjammn

Agar suatu Peganjlan dapat menjadl sah dan mengikalpara plhak, perjanjian
harus memenuhi syarat-syarat sebagmmana dnamr dalam Pasal 1320 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, yaituy.

1.  Sepakat Mereka yang Mengikatkan dirinya ;

Syarat pertama syahnya suatu perjanjian adalah sepakat mereka yang
mengikatkan dirinya. Sepakat tersebut mencakup tidak hanya sepakat untuk

SMiriam Darus Badrulzaman, Areka Hukum Bisnis, ed. 1, cet. 2, (Bandung: PT Alumni,
2005), him. 44.
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saling mengikatkan diri mereka, namun juga sepakat untuk memberi dan
mendapatkan prestasi.

Secara harafiah kata sepakat mengandung pengertian persetujuan dari
para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, dapat juga mengandung
arti persetujuan itu sendiri yang lahir karena para pihak merasa dapat
menarik manfaat dari adanya perjanjian yang dibuat tersebut.

Dari sisi yuridis sepakat mengandung pengertlan kebebasan dari para
£ 5% /ﬁ'""w

Apablla da]am peqanjlan,tndak-ada kata sepakat, berartl ada salah satu
pihak mgd“‘lglkﬂn, serta tldak meinenuln salah satu syarat subjektif
dalam Pasal’ 1320 Kltab Undang-Undang Hukum, Perdata. Dengan adanya
kﬂfasepakatdglamsuampegamm halmlbemrt: kedua belah pihak

harusiah mempunyai kebebasan kehendak. Apa yang dikehendaki pihak
yang satu juga dikehendaki pihak yang lain.

Dapat dikatakan bahwa perjanjian lahir pada saat tercapainya kata
sepakat diantara para pihak sehingga perjanjian itu menjadi sah dan
mempuyai kekuatan yang mengikat para pihak. Namun ada pengecualian
oleh undang-undang yang menentukan bahwa harus ada formalitas tertentu
terhadap beberapa perjanjian, misalnya perjanjian penghibahan, peralihan
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hak atas tanah yang harus dilakukan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) ataupun Notaris.

Demikian pula halnya apabila dalam suatu perjanjian yang dibuat
ternyata terdapat suatu kekhilafan, perjanjian itu masih dapat dibatalkan
oleh hakim sebagai suatu perjanjian yang tidak sempuma yang tidak
mengandung unsur kata sepakat. Namun sclama pembatalan itn tidak
diminta oleh pihak yang bersangkutan, perjanjian tetap berlaku. Hal ini
diatur dalam Pasal 1449 mwi‘;Ug ng-Undang Hukum Perdata yang

e
i S

dimaksud di sini hanya terbatas méngenal subjek peganpan dan bukan
objeknya. Dalam hal menyangkut objek petjanjian maka hal itu tidaklah
dapat lagi digolongkan dalam kelompok paksaan atau penipuan.,

"Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Weiboek), Ps. 1449.
® Ihid, Ps. 1322.
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Kecakapan untuk Membuat suatu Perikatan

Pengemban hak dan kewajiban adalah subjek hukum, oleh karenanya
memiliki kewenangan untuk melakukan suatu tindakan hukum. Yang dapat
dan boleh melakukan tindakan hukum adalah hanya mereka yang cakap
bertindak dan mampu untuk mengemban hak dan kewajiban.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang kecakapan
dengan menyatakan hal tersebut dalam Pasal 1329; “Tiap orang berwenang

% “Ketittuan tersebnfmasm;ura dibaﬁsi oleh Pasal 1330 Kitab Undang-
Undrang:ﬁHukum Perdam yang mengatur bahwa mereka tidak termasuk
dalam golongan omng-omng yang saklt mgamn, bukan termasuk orang yang
bersﬂht pemboms dan dntetapkan oleh haklm berada dlbawah pengampuan
atau pun perempuan yang bersuaml.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1330 thab Undang-Undang Hukum
Perdata tersebut, dapat dltentukan orang-orang yang tidak cakap untuk
membuat perjanjian, yaitu :

1.  orang-orang yang belum dewasa;

2. mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;

3.  orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-
undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

? tbid, Ps. 1329
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Batasan tentang usia dewasa memang terdapat perbedaan dalam
beberapa ketentuan anak-anak yang belum sampai umur atau yang masih
berada di bawah pengawasan orang tua atan wali adalah termasuk orang-
orang yang belum dewasa. Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, seseorang telah dikatakan dewasa apabila sudah berumur
2] tahun atau sudah pernah menikah. Apabila belum memenuhi syarat
tersebut, mereka masih dianggap belum dewasa dan harus diwakili oleh
orang tuanya atau walinya atau kuratornya bagi mereka yang berada dibawa

Suatu Sebab yang Halal

Suatu sebab yang hahal merupakan syarat untuk adanya perjanjian,
Hal ini disebabkan pada setiap mengadakan perjanjian tidak terlepas dari
maksud dan tujuan yang akan dicapai. Namun demikian, setiap maksud dan
tujuan yang akan dicapai tidak boleh melawan hukum tetapi harus atas
sesuatu yang halal. Ini adalah syarat terhadap isi perjanjian, sehingga orang

yang membuat perjanjian itu tidak tertuju pada niat yang kurang baik,

karena masing-masing saling membutuhkan.
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Seperti yang telah disebutkan bahwa ukuran halal dalam Kitab
Undang-Undang Hukum .Perdala ini berarti tidak berlawanan dengan apa
yang ditentukan oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
Walaupun batasan tersebut dapat dikaitkan dengan ketentuan agama, akan
tetapi tidak semua yang dikategorikan tidak halal dalam agama langsung
diartikan tidak halal di mata hukum. Dasar suatu perjanjian yang tidak halal
dapat mengakibatkan perjanjian itu dianggap tidak permah ada. Ukuran
sebab yang halal pada kenyataannya sejalan dengan kebutuhan dan perasaan

<t ,

Syarat sub_]eknf adalah syarat yang menyangkut pada subjek suatu
perjanjian atalLdengan perkataan lam, syarat-syarat yang harus dipenuhi
oleh para plhak yang membuat peganjmn, hal ini mehpun kesepakatan para
pihak yang mengikatkan dirinya dan kecakapan para pihak yang membuat
perjanjian.

Dalam hal syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat
dibatalkan. Yang membatalkannya adalah salah satu pihak dalam perjanjian,
yaitu pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan kesepakatannya

19 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1982), him. 20.
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dengan tidak bebas. Dapat dikatakan bahwa perjanjian tetap mengikat para
pihak selama tidak dimintakan pembatalan kepada hakim atas permintaan
pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut di atas.

2.  Syarat Objektif

Syarat objektif merupakan syarat yang menyangkut objek perjanjian
yang meliputi suatu hal tertentu yang diperjanjikan dan suatn sebab yang
halal yang dijadikan dasar bag: dibuamya perjanjian tersebut.

bahwa persetujuan-persettuuan hams dnlaksanakan dengan m’kad balk, artinya
pelaksanaan perjanjian tersebut hams mengmdahkan kepatutan dan kesusilaan.

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi
orang/masyarakat. Maka untuk mencapai tujuan tersebut, hukum mempunyai
tugas untuk memberikan kepastian, kegunaan dan keadilan. Dalam pelaksanaan
perjanjian, harus diperhatikan pula kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Hal ini

1 Elly Erawati dan Herlien Budiono, Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Pernjanjian,
(Jakarta Nasional Legal Reform Program, 2010), him, 65.
2 Satrio, Hukum Perikatan Yang Lahir dari Undang-undang, (Bandung: Citra Adiya
Bakti, 1995 ), him. 183. :
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ditegaskan pula dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
menyatakan bahwa:

Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan

tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang
menumt sifat Bexsemjuan, dibaruskan oleh kepatuhan, kebiasaan atau
undang-undang .

Akan tetapi apabila terjadi perjanjian mengenai pembelian senjata api tanpa
ijin yang berwenang, ini tidak dibenarkan karena dilarang oleh undang-undang,

"'"A"—.’b 7'

sehingga perjanjian demikian dmnggaﬁ“ '

I~

R pne

Pegan_nan cuma-cuma adalah pegamlan yang membenkan keuntungan bagi
salah satu pihak sa_|a. Misalnya iubah.
Sedangkan perjanjian atas’ beban adalah peljan_]lan terhadap prestasi dari

pibak yang satu dan selalu terdapat kontra prestas1 dari pihak lain, dan

antara kedua | pxestam ltu ada hubungan hukum.

2. Perjanjian Bernama (benoémd‘_.fsp_eg:iﬁed) dan Perjanjian tidak Bernama
(onvenoemd, unspecified).
Perjanjian bernama (khusus) merupakan petjanjian yang mempunyai nama
sendiri. Maksudnya ialah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi
nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak
terjadi sehari-hari.

YKitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ps. 1339.
14 Miriam, Aneka Hukum Bisnis, him.19.
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Perjanjian bernama terdapat dalam Bab V sampai dengan XVII Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata. Di luar perjanjian bernama tumbuh
perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian yang tidak diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi terdapat pada masyarakat. Pada
dasamya jumlah perjanjian ini tidak terbates. Perjanjian ini lahir
berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian. Salah satu contohaya
adalah Perjanjian Pengikatan Jual-Beli (PPJB).

‘adal uan-k peuaqun-peuanjnmm palmg
menenwkan(teonabsorbsi) AR
iii. Paham ketiga mengatalmn hahwa ketentuan—keteptuannndang-tmdang

B

yang dltempkan terhadag pegalglan camguran itu adalah ketentuan

undang-undang 3 yang berlaku untuk .‘lul_(tepn kombinasi).

Perjanjian Obligatair

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian antara pihak-pihak yang
mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain. Dapat
dikatakan bahwa perjanjian itu merupakan perjanjian yang menimbulkan
perikatan misalnya perjanjian jual-beli benda bergerak.
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Menurut Kitab Undang-Undang Perdata, perjanjian jual-beli saja belum
mengakibatkan beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli.
Diperlukan tindakan lain untuk beralihnya hak kepemilikan dalam
perjanjian jual-beli, yaitu penyerahan (levering). Dinamakan perjanjian
obligatoir karena membebankan kewajiban (obligatoir) kepada para pihak
uatuk melakukan penyerahan (levering). Penyerahan sendiri merupakan
perjanjian kebendaan.

Perjanjian Kebendaan S,
Perjanjian kebendaan merupakan pcqanjlan hak atas benda yang dialihkan
atau dlserahkan kepada pihak lam.

dan Peljan_llan Rn] 43

ensual adalah perjanjian di antara kedua belah pihak yang
_ e ‘suatu perscsualan kehendak untuk mengadakan perikatan.
; thab}::'Undang-Undang Hukum Perdata, pex_]anpan ini sudah
mempunyax kaekuatan mengikat sebagal undang-undang bag1 mereka yang
membuatnya (Pasal 1338 Kltab Undang-Undang Hukum Perdata),
Perjanjian - pm_;am paka1 (Pasal 1740 thab Undang-Undang Hukum
Perdata) dinamakan j Juga scbagm pel_']an_jlan riil.

Peljanj ian-perjanjian yang'Isﬁmea sifatnya

Jenis perjanjian yang istimewa s:fainya adalah :

i.  Perjanjian I:beratazr, yaitu peljan_]lan para pihak yang membebaskan
diri dari kewajiban yang ada, misalnya perjanjian pembebasan hutang
(kwijschelding), Pasal 1438 Kitaﬁ Undang-Undang Hukum Perdata.

ii.  Perjanjian pembuktian, yaitu perjanjian antara para pihak untuk
menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka.

iii.  Perjanjian untung-untungan, misalnya perjanjian asuransi, Pasal 1774
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

iv.  Perjanjian Publik, yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya
dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai
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penguasa (pemerintah). Misalnya perjanjian ikatan dinas dan
petjanjian pengadaan barang pemerintah.

2.1.5. Bagian-Bagian Dari Perjanjian

Terdapat beberapa persyaratan yang, oleh undang-undang, harus dipenuhi
agar tujuan dari suatu perjanjian dapat tercapai. Suatu petjanjian dapat dievaluasi
dari syarat terbentuknya perjanjian atau syarat syahnya suatu perjanjian atau pun
dari isi perjanjian tersebut. Untuk pfganjlan-peganjlan formil tertentu, undang-

. ‘Walaupun ke dalam baglan‘essennaha kadang

perjanjian, namun tefap harus® dipertahankan. pefnbedsan, aitara. unsur

1r

peljanj lan dan bagxan &ssentlaha dan suatu pegammii.

Sebagal contob, peganjlan sewa-menyewa, dnnana salah satu pihak
menjanjikan suatu kemkmatan dan suatu barang selama kurun waktu
tertentu dengan pembayaran sewa; schingga bagian essenmsialia in casu
unsur perjanjian dari suatu perjanjian sewa-menyewa adalah ; sepakat dari
para pihak, objek sewa, jangka waktu dan uang sewa.

“Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Peneraparnmya di Bidang
Kenotariatan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), him. 67.
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2.  Bagian Naturalia

Bagian naturalia adalah bagian petjanjian yang berdasarkan sifatnya
dianggap ada tanpa perlu diperjanjikan secara khusus oleh para pihak. Ini
berarti para pihak bebas untuk mengatur sendiri, bahkan karena tidak
bersifat memaksa, para pihak bebas untuk menyimpanginya.

Sebagai contoh, ketentuan yang bersifat mengatur dan merupakan

Pada Pasali 1381 Kmh Undang-Undang Hukum Perdata dlatur mengenai
hapusnya suatu perikatan, baik hapusnya perikatan yang bersumber dari perjanjian
atau hapusnya perikataii yang lahn' dan undang-undang

Berikut cara-cara hapus atau betaklnmya suatu perjanjian ;

1. Pembayaran
Pasal 1382 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

Tiap-tiap perikatan dapat dipenuhi oleh sia
pa saja yang berkepentingan,
sepertmya seorang yang turut berhutang atau seorang penanggung hutang.
Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi j Juga oleh seorang pihak ketiga, yang
tidak mempunyai kepentingan, asal saja orang ketiga itu bertindak atas
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namadanuntukmehmasmtangnyambemtang,atauﬁknmbextndakatas
namanya sendiri, asal ia tidak menggantikan hak-hak si berpiutang. '

Yangdimaksuddenganpembayarandisiniadalahadalahseﬁap
pelaksanaan atau pemenuhan prestasi. Jadi pembayaran tidak hanya
dilakukan dengan penyerahan sejumlah uang yang harus dibayar, akan tetapi
meliputi juga penyerahan suatn barang yang diperjanjikan.

Pasal 1382 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur siapa-

yang memegang surat tanda pemglhan' adalah sah, Misalnya statu bank
membayar kepada smorang yang memegang sebuah cek yang tidak tertulis
kepada siapa pemhayarén harus diherikan o ,

Penawaran Pembayaran Tunal Dxikuu dengan penyunpanan atau Penitipan

Cara pembayaran yang dllakukan da]am hal kreditur menerima pembayaran
hutang dari debitur, maka debitur dapat menitipkan pembayaran melalui
kepaniteraan Pengadilan Negeri sctempat. Sehingga dengan demikian
perikatan menjadi hapus. Penawaran pembayaran yang diikuti penitipan
bayaran di Pengadilan Negeri tersebut berlaku sebagai pembayaran bagi

16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ps. 1382.
'7 Mariam, Sutan Remy, et al., Kampilasi Hukum Perikatan, him. 117
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debitur dan membebaskan debitur dari hutangnnya sepanjang penawaran itu
sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Debitur mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan supaya
pengadilan mengesahkan penawaran pembayaran yang telah dilakukan itu.
Setelah penawaran pembayaran ini disahkan, maka barang dan uang yang
akan dibayarkan itu, disimpan atau dititipkan kepada Panitera Rengadilan
Negeri schingga hapuslah humng-pnnang itu. Barang atau uang tersebut di

gngadnlan Negeri atas tanggungan

Perdampadaawgamaalm:(uga)m'*

e

Debltur “dadll ‘kreditur mﬁ‘f' padakan peijanjian baru, dengan mana
perjanjian lama dihapuskan’ (novasn objektif).
ii..  Apabila’ tegadl penggantlan debitur, défigan penggantian mana debitur
lama dibebaskan dari perikatannya (novasi subjektif pasif).

Apabila tegjadi penggantian kreditur dengan mana kreditur lama
dibebaskan dari perikatannya (novasi subjektif aktif).

Berikut penjelasan dari mﬁéﬁg-masmg bentuk novasi yang terdapat
dalam Pasal 1413 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

12 1bid, him. 133
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Novasi Objektif

Para pihak membuat persetujuan dengan jalan menghapuskan
perjanjian lama, dan pada saat bersamaan dengan penghapusan tadi,
perjanjian diganti dengan perjanjian baru. Dengan hakikat, jiwa
petjanjian baru sama dengan perjanjian terdahulu. Contohnya, A telah
membeli baju pada B seharga Rp. 200.000,- tetapi A baru membayar
sebesar Rp. 100.000.- kcpada B. Ini berati bahwa A masih berutang
pada B sebesar Rp.100.000:-: ~Akan tetapi, kemudian A membeli baju
yang lain lag1 seharga.Rp -200. 000. dan untuk pembelxan baju yang

£ 'sehmgga debitur la.ma dlbebaskan Intldaﬂ novasi sub}ektrf  yang pasif

adalah pﬁnggantlan dctzrtur lama dcugan debitur baru. Cont

olmya, A

: "berutang pada B. Nalmm i‘lalam pEIaks’anaan pcmbayaran utangnya A
diganti oleh C sebagai debttur bam, sehmgga yang berutang akhirnya

adalah C kcpada B.
Novasi S__l_jb:iektif yang Aktif

Penggantian kredltur,dl mana hediun lama dibebaskan dari
perjanjian dan kemudian muncul kreditur baru dengan debitur lama.
Inti novasi ini adalah penggantian kreditur. Contohnya, A berutang
pada B. Namun di dalam pelaksanaan perjanjian ini kedudukan B
yang tadinya sebagai kreditur kini diganti oleh C sebagai kreditur.
Sehingga perjanjian utang piutang itu yang tadinya terjadi antara si A
(debitur) dengan B (kreditur), berubah menjadi A dengan C.
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Menurut Pasal 1415 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kehendak
untuk mengadakan suatu pembaharuan hutang itu, harus dinyatakan secara
jelas oleh para pihak dengan akta.

Perjumpaan Hutang Atau Kompensasi

Kompensasi adalah salah satu cara hapusnya perikatan, yang
disebabkan oleh keadaan, dimana dua orang yang masing-masing
merupakan debitur satu dengan yang lainnya. Kompensasi terjadi apabila
dua orang saling benrtang satu sama lain dengan mana utang-utang antara
kedua orang tersebyt dih kan, oleh undang-undang ditentukan bahwa
dtantam kedua 1 ereka _xtu___.telah thadl, suatu perhitungan yang

menun ‘dladakmmya perh:tungan rtu Untuk perhrtungan itu juga ﬁdak
dxperlukan hmtuan dari snapapun '

; Te.l:!admya kompmsasi’ adalah akibat berjumpanya dua pribadi yang
sama-sama berkedudukan sebagai debitur antara yang satu dengan yang
lain. Yang mewajibkan mcreka salmg melunasi dan membebaskan diri dari
perhutangan. A mempunyai tagihan pada B. Lantas pada saat yang
bersamaan B mempunyai tagihan pula pada A, dengan demikian, antara A
dan B tcxjadi" saling perhitungan hutang, yang mewajibkan mereka
membebaskan diri antara satu dengan yang lain. Saling memperhitungakan
dan membebaskan diri dari kewajiban antara A dan B inilah dimaksud

dengan kompensasi.

Percampuran Hutang

Percampuran hutang terjadi akibat keadaan bersatunya kedudukan
debitur dan kreditur pada diri sescorang. Dengan bersatunya kedudukan
debitur dan kreditur pada diri seseorang dengan sedirinya menurut hukum

Universitas Indonesia

Kekuatan hukum..., Andria Wati Salima, FH Ul, 2012



32

telah terjadi percampuran hutang atau konfusio, dan dengan sendirinya pula
semua tagihan menjadi terhapus. Misalnya A menyewa rumah dari B
dimanaAhamsmembayarsejumlahuangsewapadawaknlyangtelah
disepakati bersama, kemudian A membeli rumah yang disewanya dari B,
sehingga terjadilah percampuran hutang dalam diri A. Di satu sisi
kedudukan A adalah sebagai penyewa terhadap pemilik rumah yang
ditempatinya, dan pada sisi lain A adalah pemilik ruma tersebut, sebagai

konsekuensi atas jual-beli rumah antara A dengan B. Dengan bersatunya

’r
Pos
:t"v

kedudukan debitur dan reditiif 3:@’ A, secamhukmn membebaskan

dnbuktikan Oleh karena pembebasan i ulnng tak boleh dxdnga-duga, itulah
sebabnya pembebasan hutang adalah mempakan suatu tmdakan hukum,
namunundakantemebutbukanhtmaadanyapemhayaranamuamscm-
cara penghapusan peganjnan lain sepertl yang dlatm'dalam Pasal 1381 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdain. ‘

Pembebasan hutang ini hams dengan persetujuan debitur, sebab ada
kemungkinan debitur tidak berkenan dibebaskan dari hutangnya. Schingga,
apabila kreditur dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak lagi menghendaki
prestasi dari si berutang dan melepaskan haknya atas pembayaran atau
pemenuhan perjanjian, maka perjanjian diantara mereka menjadi hapus.
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Musnahnya Barang Yang Terhutang

Jika barang tertentu yang menjadi obyek perjanjian musnah, tak lagi
dapat diperdagangkan, atau hilang, hingga sama sekali tak diketahui apakah
barang itu masih ada, maka suatu perjanjian menjadi hapus. Hapusnya

perjanjian itu dengan syarat bahwa hilang atau musnahnya barang yang
menjadi objek perjanjian itu, bukan karena kesalahan pihak yang seharusnya
menyerahkan barang itu. Bahkan dalam hal pihak yang seharusnya
menyerahkan barang itu lalai atau terlambat menyerahkan barangnya, maka
ia dapat terbebas dari’ pemenuhan kewajlbamrya dengan catatan, ia dapat
membuktikan bahwa hai* r_]adl dlluar kekuasaannya dan hal itu harus

Pembatalan atau Kebatalan

Suatu pcgan_uan dapat dlbatalkan atau d.apat tegadl suatu pembatalan
dalam hal syarat subjeknf; yaltu syarat kccakapan dan syarat kesepakatan
tidak terpenuhi dalam perjan_] ian tersebut. :

Suatu peljan_}latl batal dcm1 hukum atau terjadi suatu kebatalan dalam
hal syarat objekti perjanjian tersebut ﬁdak terpenuhl Misalnya objeknya
tidak jelas atau tidak tentu, melanggar ketcntuan undang-undang, ketertiban

umum dan kesusilaan.

Pembatalan atau kebatalan ini adalah salah satu cara hapusnya
perjanjian dan dapat dilakukan dengan 2 (dua) hal, yaitu:

i. Pembatalan secara aktif, dimana pihak yang merasa dirugikan
memirnta pembatalan perjanjian kepada hakim pengadilan.

ii. Pembatan secara pasif, dimana pihak yang merasa dirugikan
menunggu sampai ada yang mengajukan gugatan atas tidak
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dilakukannya prestasi yang seharusnya dia penuhi, untuk kemudian
dia meminta pembatalan perjanjian.

Pembatalan dan kebatalan ini berakibat, pada keadaan antara kedua
pihak dikembalikan seperti pada waktu perjanjian belum dibuat.

Berlakunya Suatu Syarat Batal

Syarat batal adalah suatu syarat yang apabila syarat tersebut terpenuhi
maka menghentikan pcljanjtan atau peljanjlan menjadi berkahir. Akibat
hukum dari teqadmya. syarat b_atal terrsebut mcnmrt Pasal 1265 Kitab
Undang Unddng Hukum . Perdata ""adanah mcmbawa mala scmstunyn
kcmbah ada keadaan semula seola '

rumah tersebut, jika C anak B pulang dari luar ncgen ke Indonmla. Syarat C
anak B pulang dari luar negen ke Iudoues;a jika teg i maka perikatan
antm'a A dan B men_;adl hapus, danA bc:kewa_;‘han ! __ym-ahkan rumah
terscbut kepada C.

Lcw_amya ‘Waktu

Dalam Pasal 1946 Kitab Undang—Undang Perdata, yang dinamakan
lewat waktu atau daluwarsa ialah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu
atau untuk dibebaskan dari suatu perjanjian dengan lewatnya suatu waktu
fertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang.
Dengan lewatnya waktu, hapuslah perjanjian sehingga tinggallah suatu
perikatan bebas, artinya kalau dibayar boleh tetapi tidak dapat dituntut di
depan hakim.

Terdapat 2 (dua) macam daluarsa atau lewatnya wakiu, yaitu:

i.  Daluarsa acquisitif, yaitu lewatnya waktu waktu yang menyebabkan
seseorang memperoleh hak.
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ii. Daluarsa extinctif yaitu lewatnya waktu yang menyebabkan
berakhinya suatu perikatan sechingga kreditur kehilangan hak
menuntut prestasi yang menjadi kewajiban debitur.

2.1.7.Risiko, Wanprestasi dan Keadaan Memaksa(Overmacht)

2.1.7.1. Risiko

Kata nsiko, berarti kewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada suatu

ihak yang menimpa benda yang

«sg,"’aer.é,‘

pembebanan nsxalfdudék o it oo ot
dibebankankeslgﬁzpmf, u pa : e

suatu barang té;'tenul, sejak lalm-nya peganjlan ltl.l barang tersebut sudah menjadl
tanggungaxim&;ng yang : berhak menaglh penyemhannya. Dengan lahimya
perjanjian m1 maka telah teljadi pengahhan risiko dan debitur ke kreditur dan

. membeba.nkan nsiko bpada Kreditor.

Ketentuan dl atas han_ya tepat _]lka dlterapkan dalam perjanjian sepihak atau
perjanjian yang hanya membebankan kewajiban kepada salah satu pihak sehingga
orang yang scharusnya menerima barang yang dijanjikan sudah memikul risiko
sejak barang tersebut dijanjikan untuk diserahkan kepadanya.

Dalam perjanjian yang membebankan kewajiban kepada kedua belah pihak
atau yang dinamakan perjanjian timbal balik (wederkerigr-overeenkomst), secara

' Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgeriijk Wethoek), Ps. 1237.
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umum ketentuan tentang risiko dapat kita lihat dalam pada Pasal 1545 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

Jika suatu barang terteatu, yang telah dijanjikan untuk ditukar, musnah

diluar salah pemiliknya, maka perjan mndmnggapsebagalgugur dan siapa

yang dari pihaknya telah memenuhi perjanjian, dapat menuntut kembali

barang yang ia telah berikan dalam tukar-menukar.2

Pasal ini menyatakan bahwa dalam suatu perjanjian timbal balik dimana
nsnkodﬂetakkankaataspundaksxpmnﬂﬂ:bamngsendm,danhapusnyahamng
sebelum penyemhan membawa anjla.n. Akan tetapi dalam suatn

tidak tepat pada wakt:mya atai- dllakukzm tldak menumt selayaknya. Seorang
debitur dapat dikatakan mglalmknn wanpmtasumgna telnltm dau kewgjiban-
kewzylban yang tlmbul dan peqamlan Seorang deb:turdi!emkan lalm, apabﬂa ia

tidak seperti yang telah dnperjanjikan.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4
(empat) macam, yaitu :
1.  tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan,
2. melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang telah
dijanjikan,
* Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ps. 1545.
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3. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat,
4.  melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.?!

Menurut Prof. Subekti, S.H., hukuman atau sanksi bagi debitur yang
wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) ada 4 (empat) macam yaitu :

b
.

membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat
dinamakan ganu-mgl,

2. pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian,

3.  peraliban risiko,

4. membayar biaya perkara, kalau sampal diperkarakan di depan hakim.?

Prof. Subeku, S H. menjelaskan artl bnaya; g dan bunga, sebagai berikut :

biaya ac_lalah segala pengglugran a_tgu perongkosan yang nyata-nyata sudah
dikeluarkan oleh satu pihak; -

2. rugi adalah kemg;an karena kerusakan bamng-barang kepunyaan kreditur
Yyang diakibatkan cleh kelalaian si debitur;

‘bunga adalah keruglan yang “berupa kehllangan keuntungan yang sudah
dibayangkan atau dihitung oleh kredltur

2.1.7.3. Keadaan Memaksa

Keadaan memaksa/overmacht/force majeur ialah keadaan dimana tidak
dapat terlaksananya sesuatu yang sebelumnya telah diperjanjikan dikarenakan

2! Subekti, Hukum Perjanjian, cet. 21 (Jakarta: PT Intermasa, 2005), him. 45.
z 5, Tbid, him. 45.
3 Ibid, him. 47.
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oleh sebab-sebab yang sama sekali tidak dapat diduga sebelumnya, dan dalam hal
ini debitur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang
timbul di luar dugaan tersebut.

Adapun unsur-unsur dari suatu keadaan memaksa/overmacht/force majeur
adalah sebagai berikut :

1.  terjadinya keadaan/kejadian diluar kemauan, kemampuan atau kendali para
pihak;

Suatu keadaan: dl ‘mana. pajahjiain masnh dapatgu@ dllaksenakan, tetapi
dengan pengorbanan—pengerbanan yang sangat bmr dari hak si berhutang.
Misalnya, harga barang yang “masih’ harus didatangkan oleh si penjual,
sekonyong-konyong membubung sangat tinggi atau peraturan yang
melarang barang tersebut untuk didatangkan. )

% Rahmat S.S Soemadipradja, Penjelasan Hukum Teniang Keadaan Memaksa, (Jakarta:
Nasianal Legal Reform Program, 2010), him. 77.

Universitas indonesia

Kekuatan hukum..., Andria Wati Salima, FH Ul, 2012



39

2.2. Perjanjian Pengikatan Jual-Beli

2.2.1.Pengertian Jual-Beli

Jual-beli adalah suatu perjanjian timbal balik, pengertian jual-beli dalam
Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: “Jual-beli adalah
suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk
menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang Iain untuk membayar harga yang
telah dijanjikan.>”

tertentu, leud dan. Jlnnlahnya harus dapat dltenmkan, tidak dllarang menurut
hukum yang berlaku lmtuk dlpegual-belikan Sehmgga an dxsnnplkan bahwa
apa yang dapat dljadikan objek Jual-bell ialah segala swuatu yang bernilai harta
kekayaan, bukan hanya benda yang dapat dllihat wujudnya. Tapi semua benda
yang dapat bernilai harta kelmyaaq, balk yang nyata maupun yang tidak berwujud.

Salah satu sifat penting dari jual beli menurut Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata adalah bahwa perjanjian jual beli itu hanya obligatori saja, artinya
jual-beli belum memindahkan hak milik, ia baru memberikan hak dan meletakkan
kewajiban pada kedua belah pihak, yaitu memberikan kepada si pembeli hak
untuk menuntut diserahkannya hak milik atas barang yang dijual. Pasal 1459

* Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ps. 1382.
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Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan bahwa hak milik atas barang
yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli selama penycrahannya belum
dilakukan (menurut ketentuan-ketentuan yang bersangkutan).

Dari pengertian jual-beli tersebut di atas, persetujuan jual-beli sckaligus
membebankan dua kewajiban yaitu :

1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yaﬁg dijual kepada pembeli,
2.  Kewajiban pihak pembeli membayar harga yang dibeli kepada penjual.
Teey,

menyemhkzm kelmasaan atas bamngnya {Pasal 612 Knab Undang—Undang
Hukum Perdaia), ’ - i

2. Penyerahanbamngtakbergerak N -, W
Penyerahan barang tak belgerak tegadx dengan pembuatan akta jual beli
oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (Pasal 6 Ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997),

3.  Penyerahan piutang atas nama.
Peayerahan piutang atas nama dilakukan dengan pembuatan sebuah akta
yang diberitahukan kepada si berutang (akta cessie, Pasal 613 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata).
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Kewsjiban untuk menanggung kenikmatan merupakan konsekuensi dari
pada jaminan yang olch penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang
dijual dan diserahkan itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas
dari sesuatu beban atau tuntutan dari sesuaty pihak. Jadi barang yang dijual tidak
mempunyai sangkutan apapun.

Mengenai ongkos penyerahan barang diatur dalam Pasal 1476 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa biaya penyerahan barang
ditanggung oleh si penjual dan bnaya pengambilan barang dipikul oleh si pembeh,

Khusus Juai-beh atas tanah sebagannana yang dmtur dalam ketentuan Pasal
26 Undang-Undmg Nomer 5 Tahuni1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Pokok  Agriria (UUPA) bahwa jual-beh mempakan salah satu cara untuk
pemindahan hak kepemiiican aias fanah, Dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun - 1997 ‘dalam ‘rangka membantu pelaksanaan
pendafiaran tansh Kepala kantor dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT). Pasal 2 Peraturan Pemerintah 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat
Pembuat Akta Tansh dinyatakan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
salah satu tugasnya adalsh membuat Akta Jual-Beli hak atas tanah dan/atau
bfmgunan Agar jual-beli hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut dapat
didaftarkan, harys dilakukan dengan pembuatan akta otentik yang dibuat
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dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dikenal dengan nama Akta
Jual-Beli.

Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terkait dengan keperiuan
penyerahan secara yuridis (juridische levering). disamping peayerahan nyata
(feitelijk levering).

2.2.3.Perjanjian Pengikatan Jual Beli ;

Pasal 1313 Kitab
petianjian adalah gl

‘.‘ﬂ

Hukum Perdata, pembamsan texsebtlt ymtu tldak beﬁenlangan dengan undang-
undang yang berlakn, kesusﬂaan dan ketertiban umum, “serta  selalu

memperhatikan syarat sahnyapegan_;xan se .'_,fi ’a dnnaksud dalam Pasal 1320
Kitab Undang-Undang HulannPerdata R

Menurut Prof. Subekiti, SH.,siswmwrbukadarihukum perjanjian itu, juga
mengandung pengertian, bahwa perjanjian-perjanjian khusus yang diatur dalam
Undang-Undang hanyalah merupakan perjanjian yang paling terkenal saja dalam
masyarakat pada waktu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibentuk. Jadi
Perjanjian Pengikatan Jual-Beli (PPJB) belum ada.
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Jual-beli merupakan salah satu cara yang sering dilakukan oleh pihak yang
menginginkan sebidang tanah. Jual-beli tersebut harus dilakukan dengan
pembuatan akta otentik yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(BPAT) yang dikenal dengan nama Akta Jual-Beli. Akta Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) terkait dengan keperluan penyerahan secara yuridis (juridische
levering) disamping penyerahan nyata (feitelijk levering).

Dengan dilakukannya jual-beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT), dipenuhi syarat temng [ ukamwrbuatan hukum yang gelap, yang

isasike ;pexjanjtah Jual beh tersebut

surat-sumt mnalmya manpun pembayaxannya. Untuk itu b;as&mYa dladakan suatu
perjanjian yang mengnkat ‘bara pihak, dimana pihak pelyual dan pihak pembeli

begjanji dan mengik: tkan dm untuk melakukan peganjlan J“ai“beh berdasar
ketentuan peraturan pemndang-:mdangan yang* berlaku. Perjanjian ini biasa
disebut dengan Perjanjian Pengikatan Juaqueh (PPJB)

Perjanjian ini biasa disebut dengan Pegan_pan Pengikatan Jual-Beli (PPJB)
tersebut dilakukan oleh karena adanya satu dan lain hal yang menyebabkan jual
beli atas tanah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak dapat
dilakukan pada saat itu juga. Dimana para pihak satu sama lain saling berjanji
untuk melaksanakan jual beli atas tanah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) pada saatnya nanti.
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Perjanjian Pengikatan Jual-Beli (PPJB) yang dibuat dihadspan Notaris
merupakan perjanjian yang diangkat dan dibuat dari konsepsi Kitsb Undang-
Undang Hukum Perdata yang merupakan kesepakatan para pihak mengenai hak
dan kewajiban yang dibuat berdasarkan Pasal 1320 jo Pasal 1338 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata sehingga dapat memberikan kepastian hukem serta
perlindungan hukum bagi para pihak yang membuataya. Perjanjian Pengikatan
Juai-Beli (PPJB) merupakan salah satu bentuk perikatan yang lahir karena

hadapan Pejabiat Peibust Akia Tansh (FPAT) atau
perjanjian yang bempa Jual-beh ates tangh scbagainiana
Peraturan Tanah Nasional akan dilaksanakan para pihak apabila hal-bal yang
diperjanjikan dalam perjanjian peng it Jual-beh tersebut telah dipenuhi,
sebagai contoh dalam perjanjian pengikatan jual-beli atas tanah herikut bangunan
pada suatu perumahan discbutkan bahwa para pihak akan melaksanakan atau
menandatangani Akta Jual-Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
apabila pihak penjual sudah melakukan pemecahan sertipikat atas unit bangunan.
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Dalam prakteknya banyak para pembeli lebih menyukai jual-beli hak atas
tanzh dengan memakai Perjanjian Pengikatan Jual-Beli (PPJB), oleh karena
dengan adanya Perjanjian Pengikatan Jual-Beli (PPJB) maka pihak pembeli dapat
melakukan pengalihan atas hak tersebut pada pihak ketiga lainnya dengan mudah.

2.2.4.Bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian dapat d1bedakan menjadl dua macam, yaitu: tertulis dan
lisan. Peljanjian tcrtuhs adalah

1. peganjxan? dibaWah tangan yang dltandaiangam oleh pite pihak yang

2. perjanﬁan dlbawah tangan yang oleh Notans disahkan tanda tangan para
Plhﬂk dalam perjanjian tersebut dan dltetapkan kepastian tanggal perjanjian
di bawah tangan tersebut dengan mendafiar dalam buku khusus;

3. perjanjian yang dlbuat di hadapan ‘dan oleh notaris dalam bentuk akta
notariil, = .

Pasal 1867 Kitab Undang—Undang Hukum Perdata menyebutkan
pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan (akta) autentik maupun
dengan tulisan-tulisan (akta di bawah tangan). '

2.24.1.  Akta Oftentik

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merumuskan pengertian
akta otentik sebagai berikut; “Suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan

Universitas Indonesia

Kekuatan hukum..., Andria Wati Salima, FH Ul, 2012



46
oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang
berkuasa untuk itu di tempat mana akta dibuatnya 2»

Sehingga untuk dapat digolongkan sebagai akta otentik maka surat itu
harus;

1.  dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang,
Bentuk dari akta tersebut haras seperti yang ditentukan oleh undang-

penghadap sak51 dan Nomns,’ namun pembman akta tidak wajib
karena peng'hadap te]ah mem ica sendm, mengetahul, dan memahami
isinya, dengan ketentuan bahwa hal terscbut dinyatakan dalam
penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh

penghadap, saksi, dan Notaris.

26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdaia (Burgerlijk Weiboek), Ps. 1868.
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Dalam akhir akta juga dimuat uraian tentang penandatanganan
dan tempat penandatanganan atau peaerjemah akta apabila ada, selain
itu juga memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan,
dan harus pula memuat uraian tentang tidak adanya perubahan yang
terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan
yang dapat berupa penambahan, pencoretan atan penggantian.

yang diceritakan di hadapan Notaris sebagai Pejabat Umum. Para pihak
berkehendak agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk
akta etentik.
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Yang menjadi dasar dari pembuatan akta relaas maupun akta partij,
yang adalsh juga merupakan dasar dari pembuiatan sebush akta otentik
adalah kehendak atau keinginan para pihak, apabila tidak ada keinginan dan
kehendak dari para pihak. Maka Notaris tidak akan membuat akia yang
dimaksud.

Dalam memenuhi kehendak para pihak yang membuat akta, dan untuk
memenuhi keinginan dan permmtaan para pihak notaris dapat memberikan

turut serla melakukan ataumemba_nmlpampihakdalam kuahﬁkasn Hukum

Pldana atau sebagm Tergug;at alnu "I‘Vl'm:tTergugatdaiaml ; Pﬂl'dm

Menempatkan notans seﬁagan pihak yang wrut.,serta atau membantu
para pihak dengan kuahﬁkasnmembuatataumenempatkm keterangan palsu
ke dalam akta otentik atau menemﬁatkan notaris sebagai tergugat yang
berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, berarti
mencederai akta otentik dan lembaga notaris.

Pejabat Umum dalam hal ini Notaris di hadapan siapa akta itu dibuat,
harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.
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Mengenai kewenangan yang dimiliki Notaris, termuat dalam Pasal 15
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana
kewenangan notaris meliputi hal-hal sebagai berikut ;

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,
perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-
undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk
dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal
pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan
kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak
juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain
Yang ditetapkan oleh undang-imdang

2.  Notaris berwenang pula; - :

5 _meﬂgwahkan ‘tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal

zsuratd bﬂwahiangan dcngn mcndaﬁar dalam buku khusus;

Iktikan Sumt-surat d1 bawah tangan dengan mendaftar
" dalambukukhusus;
- membuat_kopi dari asli surat—surat i bawah tangan berupa
: salinan - ‘yang memuat  uraian sebagannana ditulis dan
_ digambarkan dalam surat yang bersangkutan; ‘
; d.- - melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
R By ;l]l:‘anbenkan penyuluhan hukum sehubnngan dengan pembuatan
e f_ membuataktayang berkaltan denganpc__“_,
-+ 2. membuat akta risalah lelang. 3
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2),
_ Notaris mempunyai kewenangan lam yang diatur dalam peraturan
penmdang—undang

1 -atau

Namun kewenanan ‘Wewenang Notans dan chabai Pembuat Akta
Tanah (PPAT) terbaias pada 4 (empat) hal, yaitu ;

1, - Notarls Harss berwenang sepanjang yang E iinkut akta yang harus

dibuat itu.

Wewenang Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
dalam pembuatan akta otentik sepanjang tidak dikecualikan kepada
pihak atau pejabat lain, atau Notaris juga berwenang membuatnya
disamping dapat dibuat oleh pihak atau pejabat lain, berarti bahwa

27
Indonesia,Undang-Undang Tent i T:
117, TLN No. 4432, s, 158' g Tentang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, LN No.
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wewenang Notaris dalam membuat akta otentik mempunyai
wewenang yang umum, sedangkan pihak lainnya mempunyai
wewenang terbatas, misalnya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
mempunyai wewenang terbatas, yaitu hanya membuat 8 (dolapan)
jenis akta saja. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang
atau orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.

Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut orang atan orang-
orang yang menjadl pﬂn@ e

: tereantmn dalam Pasal 1R ayat
(l) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 temang Jabatan Notaris

atau kaota. Setiap Notarls sesuai dengan keinginannya mempunyai
tempat kedudukan dan berkantor di daerah kabupaten atau kota {(Pasal
19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris). Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh
wilayah propinsi dari tempat kedudukannya (Pasal 19 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).
Pengertian pasal-pasal tersebut bahwa Notaris dalam menjalankan
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tugas jabatannya tidak hanya harus berada di tempat kedudukannya,
’karena Notaris mempunyai wilayah jabatan seluruh propinsi,
Hal ini dapat dijalankan dengan ketentuan :

1. Ketika seorang Notaris menjalankan jabatannya di luar tempat

kedudukannya, maka Notaris tersebut harus berada di tempat
akta akan dibuat.

,\s,_.-

m atau Kabupaten

kwdaan aktlf yang artmya.,_ftldak dalam keadaan cuti, atau
diberheni;kan semenmm waktu. Nomns dan Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPA'I) yang sedang cut1 atau. diberhentlkan sementara waktu
tidak mempunym kewenangan untuk membuat akta. Pasal 1 angka 2
Undang-Undang ‘Nomor. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,
dikenal adanya Pejabat Sementara Notaris, yaitu seorang yang untuk
Sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan

Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan
sementara,
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3. Dibuat di tempat mana akta dibuatnya.

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris
menetapkan bahwa kedudukan Notaris adalah di daerah kabupaten atau kota dan
Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat
kedudukannya.

Sedangkan Pasal 19 Ayat (1) Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris
wajib mempunyai hanya satu kantor, yalm d1 tempat kedudukannya.

dapat ditetapican atas suate  bargs’ telten haru§ “seluruhnya ditulis dengan
tangannya sendiri oleh orang yang menandatangam (orang yang berhutang) atau
paling sedikit selainnya tanda tangan, harus ditulis sendiri oleh si penandatangan
(orang yang berhutang) suatu persetujuan yang memuat jumlah atau besarnya
barang yang terhutang.

Jika diindahkan, maka apabila perikatan dimungkiri, akta di bawah tangan
itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan,
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demikian menurut pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perdata,
yang bersamaan isinya dengan pasal 1291 Rbg dan pasal 4 Stbl. 1867 No. 29.

Mengenai apa yang dimaksud dengan permulaan bukti tertulis, dijelaskan
dalam Pasal 1902 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perdata, yang

berbuny:

Yang dinamakan permulaan pembuktian /dengan tulisan ialah segala akta
tertulis yang berasal dari orangdt:&l&ladap siapa tuntutan dimajukan, atau dari
orang yang dlwaklh olehnya, ‘yang memberikan tentang

Fistiwa i giﬂlﬁjﬁkag oleh persaggkaan

3 e

harus ’”gkan dalam bentuk a]dn sebagal syamt formil adalah “perbuatan
hukum disébutkan dalam Pasal 1767 Kwab Undang-U!ldang Perdata mengenai

perjanjian hlmng-pmtang‘ annal terhadap perbua!an hukum 'yang disebutkan
é ' AN, disyaratkan adanya akta bawah

Sedangkan probationis causa berartxakta mempunyai fungsi sebagai alat
bukti, karena sejak awal akta tersebut dibuat dengan sengaja untuk pembuktian
dikemudian hari.

* Kitab Undang-Undang Hukwm Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ps. 1902 Ayat (2).
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Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta ini tidak membuat
sahnyapeljanjianwtapihanyalahagardapatdigmakansebagaialatbukﬁ

2244. Akta Otentik sebagai Alat Bukti yang Sempurna

Dalam hukum acara perdata, pembuktian mempunyai arti yuridis, yang
berarti bahwa hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa atau yang
memperolehhakdanpampihaktelseb tujuan dari suatu pembuktian adalah
untuk memberikan kepastian ki Ve “

RSOty

s‘*’& "ch
tentang ad yaperi I.ﬁi;%&;é‘-ﬂ %

Alatbukudalamacarapxdana,s&sualdenganmpasil 184Kttah
Undang-Undang Hukum Acara Pldana, yang terdm dan :

1. ketserangan sak51

2.  keterangan ahli,

3.  surat,

4.  petunjuk, dan

5.  keterangan terdakwa.”®

Akta Notaris sebagai akta otentik termasuk dalam alat bukti surat.

Sedangkan alat bukti dalam acara perdata, terdapat dalam pasal 1866 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata dan 164 HIR, yang terdiri dari :

2 Indonesta, Kitab Unddﬁg—UnJang Hukum Acara Pidana, Ps. 184.
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bukti tulisan;

bukti dengan saksi;

persangkaan;

pengakuan;

sumpah.*

Untuk mendapatkan pembuktian tentang adanya suatu perbuatan hukum,
maka diperlukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian. Dalam hal
akta sebagai alat bukti tulisan, syarat untuk dapat digolongkan sebagai alat bukti
yang sempurna akta tersebut haruslah otentlk yang salah satunya adalah dibuat

AW~

oleh pejabat yang berwenang

Untuk dapai membuktikan adanya'suam perbuamn hukum ma.ka dlpcrlukan

salah sattmya haws dxbuat oleh atan dlhadapan pe_;abat yang berwenang.

Dalam hal hams dlbuat olch atau dlhadapan pcjabat yang b&rwenang inilah
profesi Notaris - memegang peranan ya;ng sangat penting dalam mngka pemcnuhan
syarat olaentmtas sbatu surat atau akta . agar mempunyax kekuatan pembuktzan yang
sempurna karena berdasarkan Pasal 1 Undang—Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notans, Nota.ns adalah pe_;abat umum yang bcrwcnang untuk
membuat akta otentik. - 2

Akta otentik mcrupakan alat bukn yang _sempuma, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1870 Kitab .Undan'g-Undang' Hukum Perdata. Akta otentik
memberikan diantara para pihak termasuk para ahli warisnya atau orang yang
mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang
diperbuat/ dinyatakan di dalam akta ini.

% Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ps. 1866.
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Kekuatan pembuktian sempuma yang terdapat dalam suatu akta otentik
merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan pembuktian dan persyaratan yang
terdapat padanya.

Tidak terpenuhinya salah satu kekuatan pembuktian ataupun persyaratan
tersebut akan mengakibatkan suatu akta otentik tidak mempunyai nilai kekuatan
pembuktian yang sempuma (volledig) dan mengikat (bindende) sehingga akta
akan kehilangan keotentikannya dan tidak lagi menjadi akta otentik, melainkan
hanya berfungsi sebagai akta di bawah tangan.

nuhi kekuatan pembuktian lahir, formil

1.

syarat 'yang telah dltenmkan makaxakta it berlaku 2 atau_dapat
sebagax alda otentik sampal temuktl sehaliknya :

- BBl‘&Tt] suatu - akta _'otenﬁk mempunyal kemampuau untuk
membuktﬂqm dirinya sendiri sebagal akla otcntlk :

2. Kekuatan Pembuktlaﬂ Formni

Dari akta otentik itu dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan dan
dicantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian kehendak
pihak-pihak. Akta otentik menjamin kebenaran tanggal, tanda tangan,
komparisi, dan tempat akta dibuat.

Dalam arti formil pula akta notaris membuktikan kebenaran dari apa
yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh notaris
sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya. Akta dibawah
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tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil, terkecuali bila si
penanda tangan dari surat/akta itu mengakui kebenaran tanda tangannya.

Kekuatan Pembuktian Materiil

Bahwa secara hukum (yuridis) suatu akta otentik memberi kepastian
tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan
apa yang dimuat dalam akta.

Selain dari kekuatan pembuklg ﬁakaberdasalkan Undang-Undang Nomor

%F"#fi'_f""'
leZhE,

Notaris membacakan sgg;mg_n katg dglam bentuk akta kepada para

penghadap dan dﬂmiuﬁ'oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi
persyar-atan,

Segera setelah akta dibacakan para penghadap, saksi dan notaris kemudian
membubuhkan tandatangannya, yang berarti membenarkan apa yang
termuat dalam akta tersebut, dan penandatanganan tersebut harus dilakukan
pada saat tersebut.
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7.  Berdasarkan atas Undang-Undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Meterei
discbutian bahwa terhadap akta atau surat perjanjian dan surat-surat
lainnya, dalam hal ini termasuk yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan
sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang
bersifat perdata maka dikenakan atas dokumen tersebut bea meterai.

Namun Ketidak-adaan materai dalam suatu akta atau surat perjanjian
tidak mengakibatkan perbuatan hukumnya menjadi tidak sah, melainkan

lifa °ﬁan aggbllal

a i',

yang telah memenuhl semua petsyaratan wrsebut mempmyan kelmatan
pembuktian yang sempuma dan harus diﬁilm benar, sebelum dapat dibuktikan
kehdak-benarannya.

Dengan demikian barang siapa yang menyatakan bahwa suatu akta otentik
itu palsu, maka ia harus membuktikan tentang kepalsuan akta itu. Apabila suatu
akta otentik ternyata tidak memenuhi kekuatan pembuktian lahir, formil maupun
materil dan tidak memenuhi syarat otentisitas maka akta otentik tidak lagi disebut
sebagai akta otentik melainkan hanya akta di bawah tangan.
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224.5. Perbedaan akta otentik dengan akta di bawah tangan
Perbedaan terbesar antara akta otentik dengan akta di bawah tangan adalah:

1. akta otentik mempunyai tanggal yang pasti;

2. grosse dari akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan
cksekutorial seperti putusan hakim sedang akta di bawah tangan tidak
pernah mempunyai kekuatan eksekutorial;

3.  kemungkinan akan hilangnya akta,xang dibuat di bawah tangan lebih besar

Rumah Susun dh bangunan gedung bextmgkat yang dlbangun dalam
suatu lingkungan, yang terbasi i

secara fungsional dalam ‘arah’ honmntal maupim veritikal dan merupakan
satuan-satuan yang masing-masing* dapat dimiliki dan digunakan secara
terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-
bersama, benda bersama dan tanah-bersama.?

31G H.S. Lumban Tobing. Peraturan Jabatan Notaris. Cet. ke-3, (Jakarta: Erlangga, 1983),
him. 46-47.

32 Indonesia, Undang-Undang Rumah Susun, UU Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah
Susun, LN No. 108 Tahun 2011, TLN No. 5252, Ps. 1 Angka 1.
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Dari pengertian tentang rumah susun di atas, dapatdmrikbmgmerah
bahwa tidak semua bangunan bertingkat digolongkan sebagai rumah susun, hal ini
disebabkan dari rumusan mengenai rumah susun, yaitu sebagai berikut:

1. bangunan gedung bertingkat;
2.

untuk membuat akta in casu Notans a(aufl’q;abat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Perjanjian Pengikatan Jual-Beli (PPJB) dalam penelitian ini ini hanya
ditanda-tangani oleh para pihak tanpa adanya saksi-saksi, dan dimasudkan oleh
para pihak sebagai alat bukti pembayaran dan perjanjian antara para pihak akan
adanya jual-beli 1 (satu) unit rumah susun. Rumah susun mana harganya belum
dilunasi oleh Pihak Pertama dan Rumah susun tersebut juga sedang dijaminkan
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kepada Bank Panin, schingga belum dapat dilaksanakan jual-beli dihadapan
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Dengan kondisi Perjanjian Pengikatan Jual-Beli (PPJB) yang bukan
merupakan akta notaril, dimana dalam hal Perjanjian Pengikatan Jual-Beli (PPJB)
in dibuat secara Notaril, dihadapan pejabat umum yang berwenang schingga
Perjanjian Pengikatan Jual-Beli (RPJB) akan mempunyai nilai kekuatan
pembuktian yang sempurna, maka Pihak Kedua atau Pihak Pembeli tidak
terlindungi secara hukum. ;

Pihak Kedua membayar uang muka sebesar Rp 300 000.000 - tiga ratus juta
rupiah) pada saat dilakukannya penandaianganan Perjanjian Pengikatan Jual-Beli
(PPJB) dalam penelitian ini, dan sisa harga penjualan kondominium ini akan
dibayarkan langsung oleh Pihak Kedua kepada Bank dimana Pihak Pertama
menjaminkan kendominium tersebut.

. Para pihak dalam Perjanjian Pengikatan Jual-Beli (PPJB) dalam penelitian
ini sepakat untuk menanda-tangani Akta Jual-Beli dihadapan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) setelah Pihak kedua melunasi selurdh harga kondominum
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yang masih barus dibayarkan kepada Bank. Pihak Pertama juga memberi kuasa
kepada Pihak Kedua untuk menandatangani akta jual-beli di hadapan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas nama Pihak Pertama dalam hal Pihak Pertama
berhalangan hadir. |

Para pihak dalam Perjanjian Pengikatan Jual-Beli (PPJB) idealnya semua
harus terlindungi secara hukum, baik Pihak Pertama selaku calon Penjual,
Kreditor dan Pemberi Hak Tanggungan, Pihak Kedua selaku calon Pembeli dan
Pihak Bank selaku Kreditor dan Pesfi
Undang memungkmkm!,hal ey

jaminan Hakt'ﬁmggungan) ‘ma:

..“.,.~ po

Tanggungan. Peqalylan accessomgm telap ada karena pegamlanA

Persyaratan alih debitur ham;nrsama dengan syarat-syarat permohanan
Kredit Pemilikan Apartemen (KPA), perbedaannya ada pada mengajukan
permohonan alih debitur oleh Debitur lama. Setelah syarat-syarat terpenuhi, Pihak
Bank mengadakan wawancara dengan calon Dehitur baru dan Pihak Bank akan
mengeluarkan Surat Persetujuan Alih Debitur, apabila calon Debitur baru tersebut
layak meneruskan Kredit Permohonan Apartemen (KPA) Debitur lama.
Berdasarkan Surat Persetujuan ini Notaris akan memproses oper kredit atau alih
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debitur seperti halnya akad kredit sebelumnya dengan tambahan satu akta, yaitu
Akta Delegasi.

2.2.6.1. Proses Jual-Beli dengan cara oper Kredit dengan menggunakan
Akta Delegasi

Berikut adalah proses yang harus dilakukan dalam hal calon pembeli
berkehendak meneruskan cicilan pada Bank Pemegang Hak Tanggungan;

L. J m i Nolm'is dengan membawa

jii. Betdasarkan Snsat Persemjuan ini Notans akan memproses oper kredit atau

alih deblau'dand:buat Akta Delegasl yang dxtandatangam Pihak calon Penjual
dan Pihak calon Penbeh :

iv. Dibuat Perjanjian Penglkatan ‘Jual-beli (PRJB) antara Penjual dan calon
Pembeli, juga dibuat Surat Kuasa dari Penjual kepada calon Pembeli untuk
mengambil sertifikat rumah, sehingga ketika semua pembayaran cicilan sudah
lunas, calon Pembeli dapat mengambil Surat Roya dan Surat Keterangan
Lunas dan sertipikat yang sudah diroya yang pada Bank pemegang Hak
Tanggungan tanpa harus dihadiri oleh Penjual.
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v. Apabila semua dokumen dan persyaratan juil-beli telah lenpkap, ‘maka

barulah Akta Jual-Beli dapat ditandatangani di hadapan Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT).

Akta Delegasi ditandatangani oleh Debitur lama sebagai Pihak Pertama dan

Debitur baru sebagai Pihak Kedua. Dalam ekta ini diuraikan diantaranya hal-hal
sebagai berikut:

i.  Nama perjanjian : “Perjanjian Pengikatan Jual Beli:

1.  Waktu perjanjian

iii.  Para Pihak, Pihak Pertama/Penjual dan Pihak Kedua/Pembeli
iv.  Premise
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Isi/Pasal-pasal dalam Pejanjian

Pasal 1 : Janji Untuk Menjual Dan Membeli
Pasal 2 : Harga Pengikatan dan Cara Pembayaran
Pasal 3 : Penyorahan Tansh

Pasal 4 : Pernyataan dan Jaminan Para Pihak
Pasal 5 : Kewajiban Para Pikak

Pasal 6 : Hak-Hak Para Pihak

- Apam;men beserta

: ::""dalam Isengexﬁanudak:dlhum, dipakai atau dikuasai
olch sispapun juga dengan dasar apapun pada tanggal
penyerahan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3.1. Perjanjian

in.

(i) Pasal 5 ayat (1) butir (b), bersama-sama dengan Pihak Kedua

melaksanakan penanda-tanganan Akta PPAT setelah syarat-
syarat serta ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini
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maupun peraturan hukum dan perundang-undangan yang
berlaku telah dipenuhi seluruhnya oleh Para Pihak. |

ii.  Kewajiban Pihak Kedua
(i)  Pasal 5 ayat (2) butir (a), melaksanakan pembayaran Harga
Pengikatan yang disebutian dalam Pasal 2.1. di atas.
(ii.)  Pasal 5 ayat (2) butir (b), bersama-sama dengan Pihak Rertama
melaksanakan penanda-tanganan Akta PPAT sctelah syarat-

:(- & '.' e L ¥ .
Sty 1%”’1 %..% T

-}E;. M";“’tﬁg&\, s,

iii.

iv.

dlkuasal oleh snapapun Juga denéaﬂ dasarapapun.

2.2.6.2. Proses Jual-Beli dengan cara melnnasl harga pembayamn

Pihak calon Pembeli Juga memptmym opsn untuk membayar lunas atas

harga rumah susun yang telah disepakati. Dalam hal demikian, maka antara calon
Penjual dan calon Pembeli terlebih dahulu ditandatangani Perjanjian Pengikatan
Jual-Beli secara angsuran, kemudian apabila semua persyaratan dan dokumen
telah lengkap, makadapat ditandatangani Akta Perjanjian Jual-Beli dibadapaan
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
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Berikut adalah proses yang harus dilakukan dalam hal calon Pembeli akan

membayar lunas harga rumah susun yang telah disepakati ;

i.

ii.

iii.

iv.

Notaris di hadapan mana Perjanjian Pengikatan Jual-beli (PPJB) itu dibuat,
wajib menghubungi Bank Pemegang Hak Tanggungan untuk
memberitahukan bahwa atas objek yang sedang dijadikan jaminan hutang
dengan Hak Tanggungan tersebut akan dialihkan haknya.

Notaris di hadapan mana Petjanjian Pengikatan Jual-beli (PPJB) itu dibuat,
bersama-sama dengan plhak Bank Pemegang Hak Tanggungan melakukan
pengecekan ulang;:atas :kcﬂbsahan serhpikat abjek jual-beli tersebut ke
Kantor Badan Pertanahan Na:smnai setempat. '

Dalamhal setelah d;tehtl bahwa sernpikat tcrscbut benar dan sesuai dengan
apa. yang’ada dalam Buku Tanah, dan setelah dibubuhi cap oleh Badan
Pcrtanahan Nasnonal, ‘maka scrnpxkat tersebut dikembalikan kepada Bank

pemegang HakTanggungan. %3

Bank Pemegang Hak Tanggungan akan mengkalkulasi berapa jumlah yang
harus dilunasi Debitur berikut bunga dan blaya administrasi lainnya. Dalam
hal pam pihak telah scpakat, segera setelah dilunasinya hutang Debitur
maka Bank akan memben Surat Roya dan Surat Keterangan Lunas kepada
Debitur pada hari yang sama.

Dalam hal calon Pembeli akan membayar objek jual-beli dengan cara
angsuran yang dibayar hanya beberapa kali (misalnya ; 3 atau 4 kali
pembayaran), maka Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan
sepengetahuan Bank meminta calon Pembeli untuk membuka Tabungan
sementara di Bank pemegang Hak Tanggungan sebesar jumlah hutang
berikut biaya-biaya lainnya tersebut. Kemudian para pihak menandatangani
Akta Pengikatan Jual-Beli secara angsuran terlebih dahulu, dimana terdapat
klausula ; dalam hal pembayaran telah dilunasi dan bank telah
mengeluarkan Surat Roya dan Surat Keterangan Lunas kepada Debitur
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(Penjual), Bank Pemberi Hak Tanggungan tersebut secara administratif akan
menyerahkan Bukti kepemilikan objek jual-beli berikut dokumen-dokumen
pendukungnya kepada Debitur dengan memakai tanda terima. Kemudian
debitur dengan disaksikan oleh calon Pembeli langsung menyerahkan bukti
kepemilikan tersebut berikut dokumen lainnya kepada Notaris atau wakilnya
yang sah dari Kanator Notrais untuk disimpan sampai penandatanganan Akta
Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dilakukan.
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BAB3
SIMPULAN DAN SARAN

3.1. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat ditarik
simpulan dan jawaban dari pokok-pokok permasalahan yang terdapat pada bab
sebelumnya yang adalah sebagai berikkut:

1.

20

dlpungklri oleh ‘salah satu pilﬁk yang menéndatangamnya»ma!&a akibat
hukumnya adalah Pegan_nan ngikat Jual-Beh (PPJB) daldin penelitian
ini hanya dapat diterima sehagal suam permulaan pembﬁktlan dengan
tulisan. Dalam . hal Pihak Pertama selaku Penjual memungkm Perjanjian
Pengikatan Jual-Beh (PPJB) tersebut, maka bagn Pihak Kedua (Pihak
Pembeli) secara hukum tidak dilindungl Karena Perjanjian Pengikatan
Jual-Beli (PPIB) dalam penelitian ini bentuknya adalah akta di bawah
tangan, yang kekuatannya hanya mengikat pada para pihak yang
menandatanganinya.
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3.2. Saran

Dalam hal atas satu objek jaminan hak tanggungan akan diperjual-belikan
dan dilakukan Perjanjian Pengikatan Jual-beli (PPJB) antara pembeli dan penjual,
agar Perjanjian Pengikatan Jual-beli (PPJB) yang dibuat mempunyai nilai
kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan agar para pihak secara hukum

terlindungi maka berikut saran-saran yang kiranya dapat diperhatikan dan
dilakukan:

L. Perjanjian Pengikatan Jual-beli (PPJB) dibuat di hadapan Notaris, sehingga
Perjanjian Peﬂglka:tan Jual beli (PPJB) tcrsebut ‘akan mempunyai kekuatan

ii.

Pemegang_'ﬁak Tangg:mgan, maka terleblh dahulu diajukan permohonan alih
debitur _bleh Debltur lama kepada Bak Pemegang Hak Tanggungan dan setelah

pihak Bank men_yetlxjul dlbuaﬂah Akta Delegasn antara Pihak Calon Penjual
dan Plhak Calon Pembeli, ;

iii. Dalam hal calon Pembell barkchcndak me]unasn semua harga pembayaran
yang telah disepakati, maka terleblh dahulu dibuat Perjanjian Pengikatan Jual-
Beli 39031‘3 angsuran dan apablla semua syarat dan dokumen telah lengkap,
barulah menghadap PeJabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk
menandatangani Akta Jual-Beh.
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PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL-BELI

PERJANJIAN 'PENGIKATAN JUAL-BELI (demikian beserta semua lampiran, perubahan,
Penambahan serta pengesampingannya yang akan dibuat dikemudian hari selanjutnya disebut
“_Perjanjian") ini dibuat dan ditanda-tangani pada hari ini, Kamis, tanggal sembilan Agustus tahun dua
ripu tujuh (09-08-2007) oleh dan antara:

1. DesnimnRREM.  swasta, bertempat-tinggal di Jakarta, Jalan Petojo Selatan I1X/5,
RT 007, RW 011, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor 09.5001.251267.0429.

-selanjutnya disebut sebagai “PIHAK PERTAMA / PENJUAL”

2. RO swasta, bertempat-tinggal di Jakarta, Jalan Pulau
Matahari No. 8, RT 016, RW 009, Kelurahan Kemarg=n Utara, Kecamatan Kembangan,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5307.030964.0485
- selanjutnya di sebut sebagai “ PIHAK KEDUA / PEMBELI®

P;:']AE PERTAMA dan P!HAK KEDUA bersama-sama disebut "Para Pihak” dan masing-masing disebut
a II' =

g;‘;?” Pihak masing-masing dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih
nulu:

L BAHWA, PIHAK PERTAMA adalah pemilik dari 1 (satu) unit Apartemen Taman Anggrek

Gediing 06 — Miltonia, lantai 34, nomor unit 0634 B, luas 146 m2 (seratus empatpuluh enam
meter persegi) untuk selanjutnya disebut Apartemen. ,

2. BAHWA, PIHAK PERTAMA berkehendak untuk menjual dan mengalihkan hak atas
Apartemen dalam keadaan siap dipergunakan kepada PIHAK KEDUA yang berkehendak
Pula untuk membeli dan menerima penyerahan hak atas Apartemen dari PIHAK PERTAMA,
Satu dan lain berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana hendak

diatur dalam Perjanjian ini.

2. BAHWA, be - : i i Pertama dan juga karena
. berhubung harga Apartemen belum dilunasi oleh PIHAK Pe :
apartemen tersebut sedang dijaminkan kepada PT. Bank Panin, Gabang Palmerah (selanlut;:)fa
disebut “BANK") maka penjuzlan dan pembelian Apartemen tersebut belum dapat dilaksanaian
dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang.

MAKA OLEH KARENANYA, be i - i3 ta Plhak dzngan

s . , berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Para )

lsr:.- ;;gpaqu li.l(ntuk membuat Perjanjian ini dengan menggunakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan
I berikut:

PASAL 1
J 1 UNTUK MENJUAL DAN MEMBEL!

PIHAK PERTAMA dengan ini berjanji dan mengikatkan diri sekarang untuk nanti pada waktunya yaity
Segera setelah kewajigban-kewajibén yang disebutkan dalam pasal-pasal tersebut di bawah in\
termasuk kewajiban terhadap.Bank dipenuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak, mengalihkan hak
atau menjual serta menyemﬁkan Apartemen kepada PIHAK KEDUA yang dengan ini berjanji dar
mengikatkan diri, sekarang untuk nanti pada wakiunya, menerima penyerahan hak atau membeli dan
Meénerima penyerahan atas apartemen tersebut
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2.1

22.

2.3.

3.1.

3.2.

PASAL 2 : o

HARGA PENGIKATAN DAN CARA PEMBAYARAN

HARGA PENGIKATAN

Para Pihak sepakat bahwa jual beli tersebut akan diterima dan dilangsung dengan harga
sebesar Rp 1.270.952.642,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus lima puluh

dua ribu enam ratus empat puluh dua Rupiah) (untuk selanjutnya harga apartemen tersebut
disebut "HARGA PENGIKATAN").

HARGA PENGIKATAN TIDAK TERMASUK

(a) Biaya Akta PPAT,;
(b) ' “Bea Balik Nama Setifikat Hak Atas TANAH ke atas nama PIHAK KEDUA:

(c) Bea Perolehan Hak Atas TANAH atas nama masing-masing Pihak sesuai dengan
peraturan yang berlaku. :

CARA PEMBAYARAN

Sehubungan dengan pembayaran HARGA PENGIKATAN sebagaimana dimaksud dalam ayat

2.1 di atas, PIHAK KEDUA akan melaksanakan pembayaran sebagai berikut:

(a) Rp 339.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) telah dibayar oleh
Pihak Kedia kepada Pihak Pertama pada saat penanda tanganan Perjanjian ini,

unml;l“:ttt:l Perjanjian ini merupakan bukti penerimaan yang sah atas pembayaran

(b) sedangkan sisanya sebesar Rp 931.952.642,- (Sembilan ratus tigapuluh satu juta
Sembilan ratus lima puluh dua ribu enam ratus empat puluh dua Rupiah) akan
dibayar cleh Pihak Kedua dengan cara membayar angsuran langsung kepada Bank
mulai tanggal 25 Januari 2008 hingga tanggal 25 April 2015 dengan jumiah angsuran
per bulannya sebesar Rp 10.471.378,51 (sepuluh juta empat ratus tujuhpuluh satu
ribu tigaratus tujuhpuluh delapan koma fimapuluh satu Rupiah).

Untuk angsuran dan Maintenance bulan Agustus hi ;
oleh Pihak Pertama, g ingga Desember 2007 akan tetap dibayar

PASAL 3
2 PENYERAHAN TANAH

PIHAK PERTAMA sakan menyerahkan apartemen dalam keadaan kosong sepenuhnya
kepada PIHAK KEDUA atau pihak yang ditunjuknya dalam pengertian tidak dihuni, dipakai
atau dikuasai oleh siapapun juga dengan dasar apapun dan tanpa adanya hambatan apapun
pada bulan Januari 2008 (selanjutnya disebut TANGGAL PENYERAHAN).

Apabila PIHAK PE;

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3.1 di atas untuk jangka waktu melebihi 14 (empat

EE'aS) hari, maka PIHAK KEDUA sekarang ufituk nanti pada waktunya seberapa perlu diberi
Auasg Yang fidak dapat dicabut kembali dengan hak substitusi untuk mengosongkap

Pariemen dengan biaya yang menjadi beban PIHAK PERTAMA dan akan diperhitungkap
dengan HARGA PENGIKATAN. Ketentuan ini tidak mengurangi hak PIHAK KEDUA urituk

RTAMA tidak dapat menyerahkan Apartemen dalam keadaan
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3.3.

4.1.

menetapkan sanksi atau denda keterlambatan sebagaimana akan diuraikan dalam Pasal 8.1.
di bawah ini.

GA PENGIKATAN oleh Para Pihak, maka Apartemen tersebut

D n diterimanya HAR N olen |
te?rr:i%?ng sejak tanyggal Perjanjian ini menjadi milik dan hak PIHAK KEDUA, demikian pula

segala keuntungan yang diperoleh dan segala kerugian yang diderita sehubungan dengan

" pemilikan dan penguasaan atas Apariemen menjadi hak serta tanggungan PIHAK KEDUA

sepenuhnya dan karenanya PIHAK KEDUA berhak untuk menyewakan Apartemen kepada
pihak lain dan di lain pihak, PIHAK PERTAMA tidak lagi berhak untuk menyewakan,
membebani Apartemen dengan hak tangggungan untuk ‘kepentingan apapun dap untuk
siapapun atau mengalihkan dengan cara apapun kepada pihak manapun sehingga tindakan
PIHAK PERTAMA tersebut adalah tidak sah dan bertentangan dengan maksud dibuatnya
Perjanjian ini.

PASAL 4
PERNYATAAN DAN JAMINAN PARA PIHAK

PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan dan menjamin PIHAK KEDUA sebagai berikut:

(@) Apartemen adalah milik PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA berhak sepenuhnya
untuk menjual atau memindahtengankan Apartemen kepada pihak manapun termasuk
kepada PIHAK KEDUA, dan hanya PIHAK PERTAMA yang berhak melaksanakan
penyerahan Apartemen kepada PIHAK KEDUA dan PHAK PERTAMA berhak untuk
menanda-tangani Perjanjian ini dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan
dengan Perjanjian ini.

(b) Apartemen yang akan diserahkan kepada PIHAK KEDUA dalam keadaan apa adanya
sebagaimana telah diketahui dan disetujui oleh PIHAK KEDUA yaitu dengan kondisi-
kondisi sebagai berikut yang di sepakati bersama

(©) Apartemen akan diserahkan kepada PIHAK KEDUA pada TANGGAL PENYERAHAN
dalam keadaan kosong sepenuhnya dalam pengertian tidak dihuni, dipakai atau
dikuasai oleh siapapun juga dengan dasar apapun.

(d)  Apartemen tidak pemah dialinkan, dijual dengan cara apapun dan tidak dalam suatu
proses perkara dan tidak sedang disita untuk kepentingan apapun.

; , Apartemen dan
(e) PIHAK PERTAMA adalah pemilik yang sah dan berhak penuh atas ]
tidak ada orang atau pihak lain manapun yang turut berhak atau mempunyal hak
terlebih dahulu atas Apartemen

() Baik sekarang maupun dikemudian hari, dalam mempergunakan Apartemen berikut
segala hak dan kepentingan dengan nama apapun, PIHAK KEDUA tidak akan
mendapat tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun juga sera dan_p!hak manapur
juga mengenai pemilikan atau penguasaan atas Apartemen yang mg-.njadl tanggungan
PIHAK PERTAMA dengan demikian PIHAK PERTAMA dengan ini mem!_:oebaskan
PIHAK KEDUA dari segala macam tuntutan atau gugatan mengenai pemilikan atau

penguasaan atas apartemen

-Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka F?IHA_K KEDUA
oleh PIHAK PERTAMA perihal yang telah dijamin dan ditanggung ©
sebagaimana disebutkan di atas.

dengan ini dibebaskan
fethlHAK PERTAMA
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4.2.

5.1.

5.2.

6.1.

6.2.

PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan dan menjamin PIHAK PERTAMA sebagai berikut:

a. PIHAK KEDUA dengan ini menerima Apartemen dalam keadaan apa adanya pada saat
. penanda tanganan Perjanjian ini dilaksanakan.

b. bahwa PIHAK KEDUA akan melaksanakan seluruh kewajiban pembayaran yang
tercantum dalam Perjanjian ini.

Sehubungan dengan hal tersebut PIHAK KEDUA dengan ini membebaskan PIHAK PERTAMA

dari tuntutan atau gugatan pihak manapun juga mengenai Apartemen berdasarkan Perjanjian
ini.

PASALS
KEWAJIBAN PARA PIHAK

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(a) Menyerahkan Apartemen beserta kelengkapannya kepada PIHAK KEDUA dalam
keadaan kosong sepenuhnya dalam pengertian tidak dihuni, dipakai atau dikuasal

oleh siapapun juga dengan dasar apapun pada TANGGAL PENYERAHAN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.1. Péijanjian ini. -~

(b) Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melaksanakan penanda-tanganan _A}(t:g PPAT
setelah syarat-syarat serta ketentuan yarng tercantum dalam Perjanjian ini maupun

peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi seluruhnya
oleh Para Pihak.

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(a) Melaksanakan pémbayaran HARGA PENGIKATAN yang disebutkan dalam Pasal 2.1.

(b) Bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA melaksanakan penanda-tanganan Akta
PPAT setelah syarat-syarat serta kétentuan yang tercantumy dalam Perjanjian ini
maupun peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi

seluruhnya oleh Para Pihak.
PASAL 6
HAK-HAK PARA PIHAK
HAK PIHAK PERTAMA o

-

PIHAK PERTAMA berhak untuk memperoleh pembayaran atas HARGA PENGIKATAN dalam
jumiah dan dengan cara pembayaran sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 Perjanjian mni.

HAK PIHAK KEDUA
PIHAK KEDUA berhak untuk menerima penyerahan phisik atas apartemen beserta p{rutannyal'
dari PIHAK PERTAMA pada TANGGAL PENYERAHAN sebagaimana diuraikan dalam Pasa

3.1 Perjanjian ini kosong sepenuhnya dalam pengertian tidak dihuni, dipakei atau dikuasai oleh
siapapun juga dengan dasar apapun.
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PASAL 7
PENGGUNAAN TANAH DAN BANGUNAN

PIHAK KEDUA berjanji dan mengikatkan diri untuk mempergunakan apartemen sesuai dengan
peruntukannya, yaitu untuk tempat tinggal dan tidak untuk maksud lain, sehingga apabila PIHAK
KEDUA melakukan pelanggaran, maka PIHAK KEDUA bertanggiing-jawab sepenuhnya mengenai
hat tersebut.

8.1.

8.2.

PASAL 8
SANKSI-SANKSI

SANKSI-SANKS! BAGI PIHAK PERTAMA

Apabila PIHAK PERTAMA lalai dalam melaksanakan kewsjibannya berdasarkan Pasal 5.1.
atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA
akan dikenakan denda sebesar 1 o/oo (satu pemil) per bulan dari HARGA PENGIKATAN yang
terhutang dan belum dibayar pada saat terjadinya keterlambatan, tanpa mengurangi hak PIHAK
KEDUA untuk membatalkan Perjanjian ini sebagaimana diuraikan dalam Pasal 10.2. di bawah
ini

[

SANKSI-SANKSI BAGI PIHAK KEDUA

(a) Apabila PIHAK KEDUA lalai membayar HARGA PENGIKATAN dan/atau jumiah lain
yang wajib dibayar tepat pada waktunya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2.3.
Perjanjian ini, kecuali apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh peristiwa-
penistiwa sebagaimana diuraikan dalam Pasal 14 Perjanjian ini atsu sebagai akibat
kelalaian PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KEDUA.
dinyatakan lalai dan atas keterlambatan tersebut untuk keterlambatan tersebut PIHAK
KEDUA dikenakan denda sebesar 1 o/oo (satu permil) per bulan dari HARGA
PENGIKATAN yang terhutang dan belum dibayar pada saat terjadinya keterlambatan.

(b) Denda keterlambatan tersebut dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran HARGA
PENGIKATAN tersebut sampai dengan tanggal dimana PIHAK KEDUA membayar dan
melunasi bagian HARGA PENGIKATAN yang terhutang tersebut.

PASAL 9
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Kecuali apabila terjadi hal-hal sebagaimana diuraikan dalam Pasal 10 di bawah ini, Perjanjian ini
mulai berlaku terhitung sejak ditanda-tangani dan berlangsung ferus sampai dengan TANGGAL
JUAL BELL

10.1.

' PASAL 10
PERISTIWA CIDERA JANJI

CIDERA JANJI PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini setiap saat sebelum TANGGAL
JUAL BELl dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK
KEDUA dan Péfanijian ini menjadi batal terhitung sejak tanggal yang disebutian dalam surat
pemberitahuan pembatalan (selanjutnya disebut “TANGGAL PEMBATALAN") yang_dik!nmkan
oleh PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA tidak membayar HARGA PENGIKATAN untuk
jangka waktu melebihi 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal jatuh tempo.

/
/
/
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10.2.

10.3.

11.1.

11.2.

11.3.

CIDERA JANJI PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini setiap saat sebelum TANGGAL JUAL
BELI dengan menyampaikan pemberitahuan teriulis terlebih dahulu kepada PIHAK
PERTAMA dan Perjanjian ini menjadi batal terhitung sejak tanggal yang disebutkar: dalam surat
pemberitahuan pembatalan yang dikiimkan oleh PIHAK KEDUA (selanjutnya disebut
“TANGGAL PEMBATALAN PERJANJIAN®) apabila PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan
kewajiban-kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5.1. Perjanjian ini atau
pernyataan dan jaminan yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA ternyata tidak benar atau
menyesatkan.

Dalam pengakhiran Perjanjian ini karena alasan apapun, maka Para Pihak sepakat untuk
mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata.

PASAL 11
AKIBAT PEMBATALAN

Apabila Perjanjian ini dibatatkan oleh PIHAK PERTAMA sehubungan-dengan cidera janji PIHAK
KEDUA sebagaimana diuraikan dalam Pasal 10.2. di atas, maka PEMBAYARAN PERTAMA
(selanjutnya disebut "PEMBAYARAN PERTAMA") yang telah dibayar oleh PIHAK KEDUA
kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2.3. (a) menjadi hak dan milik
PIHAK PERTAMA sepenuhnya dan PIHAK PERTAMA tidak diwajibkan untuk mengembalikan
PEMBAYARAN PERTAMA tersebut.

Apabila Peénjanjiai ini dibatalkan oleh PIHAK KEDUA sehubungan dengan cidera janji PIHAK
PERTAMA sebagaimana diuraikan dalam Pasal 10.1. di alas, maka PEMBAYARAN PERTAMA
yang telah dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA harus dikembalikan kzapada
PIHAK KEDUA dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak
TANGGAL PEMBATALAN PERJANJIAN.

Sehubungan dengan pembatalan Perjanjian ini dengan alasan apapun baik karena cidera janji
PIHAK PERTAMA miaupun cidera janji PIHAK KEDUA, figka PIHAK KEDUA harus segera
mengosongkan TANAH dan BANGUNAN dan mengembalikannya kepada PIHAK PERTAMA
dalam jangka wakiu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak TANGGAL
PEMBATALAN atau TANGGAL PEMBATALAN PERJANJIAN (yang mana yang berlaku).

PASAL 12
PENANDA-TANGANAN AKTA PPAT

Para Pihak sepakat untuk menanda-tangani Akta Pejabat Pembuat Akta TANAH (selanjutnya disebut
“Akta PPAT") yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA setelah dilunasinpga HARGA PENGIKATAN
(selanjutnya disebut “TANGGAL JUAL BELI"), satu dan 3in Sebagaifmana disebutkan pada Pasal 1.2
di atas serta dengan syarat dan ketentuan yang lazim dalam pelaksanaan suatu akta jual beli dan
pemindahan hak atas Apartemen. '

Apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat hadir untuk menanda-tangani Akta PPAT pada waktunya,
maka PIHAK KEDUA dengan ini sekarang untuk nanti pada waktunya diberi kuasa untuk menanda-
tangeni Akta PPAT atas nama PIHAK PERTAMA.
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PASAL 13
PAJAK-PAJAK DAN BIAYA-BIAYA

13.1. PAJAK-PAJAK

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melunasi pajak atas penjualan TANAH dan BANGUNAN
serta beban-beban lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah bagi Apartemen dan PIHAK
KEDUA berkewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sejak tahun dua ribu
delapan (2008), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta pajak-pajak lainnya yang
mungkin akan dipungut dikemudian hari oleh pemerintah setempat.

13.2. BIAYA-BIAYA

Terhitung sejak TANGGAL PENYERAHAN, PIHAK KEDUA harus membayar biaya-biaya yang
timbul sehubungan dengan penggunaan Apartemen termasuk biaya penggunaan air, listrik,
telepon dan keamanan per bulan.

PASAL 14
KEADAAN KAHAR ’

141.  Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah hal-hal yang mempengaruhi jalannya
pelaksanaan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini, keadaan mana berada di luar
kemampiian Para Pihak untuk mencegahnya, antara lain gempa bumi, hiifi-hara yang bersifat -
massal, kebakaran, banjir, peristiwa alam / keadaan cuaca lainnya, tindakan pemerintah dalam
bidang monater atau kebijaksanaan pemerintah lainnya, sehingga salah satu Pihak tidak dapat

melaksanakan/ menyelesaikan kewajibannya secara tepat waktu.

142, Pihak yang mengalami Keadaan Kahar tersebut, harus memberitahukannya kepada Pihak
lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya Keadaajn Kahar
tersebut. Apabila Pihak tersebut lalai memberitahukan kejadian tersebut secara tertulis, dalam
jangka waktu yang telah ditentukan tersebut, maka Pihak yang mengalami Keadaan Kahar
tersebut tidak dapat lagi untuk menggunakan peristiva Keadasan Kahar sebagai alasan
keterlambatan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

14.3.  Apabila Keadaan Kahar tersebut mengakibatkan salah satu Pihak tidak dapat melaksanakan
Kéwajlbannya sama seKali, maka mengenai kelanjutan dari Perjanjian ini Para Pihak akan
memberitahukan dan menyelesaikan secara musyawarah.

14.4,  Apabila Keadaan Kahar tersebut berlangsung selama 2 (dua) bulan secara terus menerus,
maka salah satu Pihak berhak untuk membatalkan Perjanjian ini dengan menyampaikan
pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya dan sebagal akibat pembatalan
tersebut, maka PIHAK PERTAMA harus mengembalikan PEMBAYARAN FPERTAMA
sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2.3. di atas.

PASAL 15
PEMBERIAN KUASA

15.1.  PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada PIHAK
KEDUA apabila diperiukan untuk menyatakan pengikatan jual-beli apartemen i daLaT
suatu Akta Notaris atau bentuk-bentuk lain yang khusus dibuat untuk keperiuan tersebul,
untuk ity PIHAK KEDUA dikuasakan untuk menghadap dimana perlu, meminta dgt"
memberikan keterangan, inembuat, meminta dibuatkan, dan menanda-tangani semua 3‘:;_";
surat, akta-akta atau formulir-formulir dan tands terima, membayar segala uang Ya”g < im
dibayarkan kepada instansi yang berwenang dan biaya lainnya yang timbu! SehuBnCER

dengan hal tersebut, maupun biaya untuk permohonan ataupun pendaftaran hak atas/
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156.3.

15.4.

16.1.

16.2.

17.1.
172

18.1,

apartemen, dan melakukan semua tindakan yang perlu dan berguna untuk maksud tersebut,
tidak ada tindakan yang dikecualikan.

PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan pula kuasa dengan hak substitusi kepada PIHAK
KEDUA, selama hak atas apartemen masih tercatat atas nama PIHAK PERTAMA dan

- PIHAK KEDUA belum memperoleh hak atas apartemen dari instansi yang berwenang,

apabila diperiukan untuk menjalankan segala hak dan kekuasaan atau wewenang serta
kepentingan PIHAK PERTAMA sebagai pihak yang berkepentingan atau sebagai pemegang
hak atas apartemen dan untuk memenuhi semua kewajiban sebagai pemegang hak atas
apartemen, dan untuk itu PIHAK KEDUA dikuasakan untuk melakukan segala tindakan, baik
tindakan pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan biaya dan beban PIHAI§
KEDUA sendiri dan dengan keteniuan bahwa segala keuntungan yang diperoleh dan
kerugian yang diderita sehubungan dengan hal tersebut menjadi hak dan harus ditanggung
oleh PIHAK KEDUA sendiri sepenuhnya.

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memperoleh hak atas apartemen dari instansi yang
berwenang, maka jual beli atas apartemen, termasuk apartemen yang ada di atasnya dianggap
tidak pemah dilakukan dan PIHAK KEDUA diberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali
dengan hak substitusi untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA menjual dan mengalitikan hak
atas apartemen tersebut kepada orang atau badan hukum yang diijinkan untuk memilikinya
dengan harga dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA
dengan ini sekarang untuk nanti pada waktunya dibebaskan dari pertanggungan-jawab sebagal
kuasa dan jika ada akan menerima ganti rugi yang menjadi hak sepenuhnya PIHAK KEDUA.

Kuasa-kuasa yeng disebutkan dalam Perjanjian ini merupakan bagian penting dan tidak
terpisahkan cdari Perianjian ini yang tidak dapat dibuat tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut,
karenanya kuasa-kuasa mana tidak dapat dicabut kembali dan tidak berakhir karena meninggal
dunianya PiIHAK PERTAMA atau karena alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 1813;
1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Huktim Perdats, kuasa mana dianggap kata demi kata
telsh diberikan dalam Perjanjian ini, karenanya tidak diperlukan suatu kuasa terpisah.

. PASAL 16
PENYELESAIAN SENGKETA

Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang mungkin timbul dalam pelaksanaan
Perjanjian ini akan disclesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mencapai Kata
mufakat.

Apabils tidek tercapai kata mufakat, maka Para Pihak akan menyerahkan perselisihan dan
perbedaan pendapat tersebut kepada Pengadilan Negeri.

PASAL17 =
PILIHAN HUKUM DAN DOMISILI -

Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat hukum yang timbul dalam pelaksanaannya, n?,aka
Para Pihak dengan ini memifih domisili hukum yang umum dan fetap pada Kantor Panitera
Pengadilan Negeri Jakarta Barat di Jakarta.

PASAL 18
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Perjanjian ini hanya dapat ciubah, ditambah atau dikesampingkan dalam bentuk tertulis yang
dibuat dan ditanda-tangani oleh Para Pihak.
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18.2.  Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dituangkan dalam
addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

18.3.  Perjanjian ini berlaku dan mengikat pula bagi akhli waris atau pensrus hak yang sah daat
PIHAK PERTAMA dan para penerus dan pengganti hak PIHAK KEDUA.

__DEMIK!ANLAH Para Pihak menanda-tangani Perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua), masing-masing
mempunyai kekuatan hukum yang sama, bermeterai cukup pada tanggal dan hari tersebut di awal
Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
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